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ABSTRAK

Kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh setiap
orang guna mencapai sehat dalam arti menyeluruh. Kebijakan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) merupakan kebijakan asuransi kesehatan yang telah dicanangkan
pemerintah Indonesia pada awal tahun 2014 lalu. Pelayanan Kesehatan gigi dan
mulut juga termasuk pelayanan kesehatan yang diberikan dalam era JKN.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan ini sesuai dengan Permenkes No.71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut,
khususnya di poliklinik gigi puskesmas.

Metode penelitian adalah deskriptif Populasi penelitian yaitu seluruh
puskesmas di Kota Padang sebanyak 22 buah puskesmas. Teknik pengambilan
sampel berupa rotal sampling dengan kriteria inklusi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kunjungan masyarakat ke poliklinik
gigi puskesmas Kota Padang tahun 2014 meningkat sebanyak 2% dibanding tahun
2013. Jumlah rujukan dari poliklinik gigi puskesmas Kota Padang tahun 2014
meningkat 2% dibanding tahun 2013.

Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat kunjungan masyarakat yang
menggunakan asuransi kesehatan ke poliklinik gigi puskesmas Kota Padang
meningkat disertai juga dengan meningkatnya jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan
tingkat lanjut. Pola penyakit/kelainan gigi masyarakat yang datang berobat ke
poliklinik gigi puskesmas Kota Padang sama sebelum dan sesudah diterapkannya
JKN. Pola tindakan perawatan yang dilakukan tenaga kesehatan gigi tidak sama
sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan JKN. Sosialisai dari pihak terkait
sangat dibutuhkan agar pelaksanaan JKN dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), puskesmas, pelayanan
kesehatan gigi
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ABSTRACT

Oral health is a compulsory consideration for everyone.Oral health is
something that must be considered by everyone in order to achieve a holistic means
of health. The National Health Insurance Policy (JKN) is a health insurance policy
that has been launched by the Indonesian government in early 2014. Oral health
care also includes health services provided in JKN era. Implementation of health
care is in based on Permenkes 71 of 2013 about the health service on National
Health Insurance.

The aims of study to describe the implementation of the National Health
Insurance policy (JKN) on dental and oral health services, especially in health
center dental clinic.

The method of research is descriptive. The populations is all health centers
in the Padang city that are 22 unit of health centers. The sampling technique used is
total sampling with the inclusion criteria.

The results of this study show distribution of society visits level to the
health center dental clinic of Padang in 2014 increased by 2 % compared to 2013.
The number of referrals from the health center dental clinic of Padang in 2014
increased by 2 % compared to 2013.

The conclusion of this study is the level of visits people who use health
insurance to the health center dental clinic Padang city also increased along with the
increase in the number of referrals to advanced health facilities . Patterns of disease
/ disorder come dental community health center dental clinic treatment to the city of
Padang same before and afier the implementation of JKN . Pattern maintenance
actions performed dental health workers are not the same before and after the
implementation of policies JKN . Socialization of stakeholders is essential to the
implementation of JKN can be applied as appropriate .

Keywords: National Health Insurance (JKN), health centers, dental care
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BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh setiap

orang guna mencapai sehat dalam arti menyeluruh. Rongga mulut serta gigi geligi
tidak hanya berfungsi untuk menunjang penampilan seseorang, namun juga berperan
dalam menjalankan fungsi pengunyahan dan fungsi fonetik. Fungsi- fungsi tersebut
dapat berjalan baik jika rongga mulut dalam keadaan sehat dan bebas dari kelainan
atau penyakit.

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, jumlah masyarakat yang bermasalah
gigi dan mulut sebanyak 25,9 %, dan hanya 8,1 % penduduk yang mendapatkan
perawatan dari tenaga. medis gigi atau disebut Effective Medical Demand (EMD).
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki EMD tertinggi yakni sebanyak 14 %
dari 30,5% masalah gigi dan mulut yang ada, dan EMD terendah terdapat di Provinsi
Sumatera Utara yaitu sebanyak 4,9 % dari 19,4 % masalah gigi dan mulut. Provinsi
Sumatera Barat memiliki EMD sebanyak 7,8 % dari 22,2% masalah gigi dan mulut
yang terdata.' Hal ini menunjukkan bahwa minimnya persentase penduduk yang
menerima perawatan atau pengobatan gigi dari tenaga medis gigi.

Pemerintah telah mencanangkan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) pada awal tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan dari amanat Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Pemerintah menunjuk Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan
penyelenggara JKN yang dalam operasionalnya terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes

1

.



(Persero), sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT
Jamsostek (Persero). 2

Pemerintah telah menetapkan beberapa bentuk jaminan kesehatan sebelum
diberlakukannya JKN seperti Askes untuk pegawai negeri sipil, anggota TNI dan
Anggota Polri serta pensiunannya, sedangkan Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan
kesehatan lainnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang
pembayarannya disubsidi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Namun hal
tersebut belum mencakup seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hal itu maka
dikeluarkanlah kebijakan JKN untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini seluruh
penduduk Indonesia dapat terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.” Pemerintah juga
menargetkan pada tahun 2014 sebanyak 121,6 juta penduduk akan diberikan jaminan
kesehatan oleh BPJS. Jumlah tersebut diasumsikan berasal dari program Jamkesmas
sebanyak 96,4 juta jiwa, peserta yang dikelola oleh PT Askes (Persero) sebanyak
17,2 juta jiwa, peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek sebanyak 5,5
juta jiwa dan peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dari
pemerintah daerah sebanyak 2,5 juta jiwa. Selanjutnya pada tahun 2019, pemerintah
menargetkan seluruh masyarakat Indonesia yaitu sebanyak 257,5 juta jiwa akan
dijamin kesehatannya oleh negara.’

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam era JKN berupa Permenkes No.71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menetapkan beberapa aturan
yang harus dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, diantaranya penetapan alur rujukan berjenjang guna



memaksimalkan peran fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat selaku pesertanya. Fasilitas kesehatan yang dimaksud berupa
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
(FKTL).

a. FKTP terdiri dari rawat jalan tingkat pertama, meliputi puskesmas atau yang
setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara
termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI, serta rumah
sakit kelas D pratama atau yang setara, dan rawat inap tingkat pertama
berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.

b. FKTL meliputi rawat jalan dan rawat inap yang dapat dilakukan di klinik
utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus, baik
milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan.?

BPJS Kesehatan juga melakukan seleksi dan kredensialing dalam menetapkan
pilihan fasilitas kesehatan. Kriteria teknis yang digunakan berupa sumber daya
manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen
pelayanan. Sistem pembayarannya berupa pembayaran kapitasi untuk FKTP dan
sistem pembayaran INA CBG’s untuk FKTL. Selain itu, masing-masing fasilitas
kesehatan wajib membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan
secara berkala setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.’

Pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan berupa pelayanan
kesehatan perorangan dan pelayanan non kesehatan yang bersifat menyeluruh.
Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari pelayanan promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan

kebutuhan medis yang diperlukan, sedangkan pelayanan non kesehatan yang bersifat



menyeluruh terdiri dari akomodasi dan ambulans. Salah satu diantara pelayanan
kesehatan perorangan yang diberikan yaitu pelayanan gigi, meliputi:

a. Administrasi pelayanan, terdiri dari biaya administrasi pendaftaran peserta
untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan
lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan
tingkat pertama

b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

c. Premedikasi

d. Kegawatdaruratan oro-dental

e. Pencabutan gigi sulung (topikal dan infiltrasi)

f. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit

g. Obat pasca ekstraksi

h. Tumpatan komposit/GIC

i. Skeling gigi (1x dalam setahun)

j. Pengadaan protesa yang diatur oleh peraturan menteri.*

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama milik
pemerintah. Puskesmas yang tersebar di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 9.601,
terdiri dari 3.320 puskesmas perawatan dan 6.281 puskesmas non perawatan.
Provinsi Sumatera Barat memiliki 263 puskesmas dan 22 puskesmas diantaranya
terdapat di Kota Padang.’ Puskesmas yang ada di Kota Padang yaitu Puskesmas
Seberang Padang, Puskesmas Pemancungan, Puskesmas Rawang Barat, Puskesmas
Bungus, Puskesmas Pengambiran, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Padang
Pasir, Puskesmas Alai, Puskesmas Lapai, Puskesmas Andaleh, Puskesmas Pauh,
Puskesmas Lubuk Kilangan, Puskesmas Nanggalo, Puskemas Kuranji, Puskesmas

Belimbing, Puskesmas Air Dingin, Puskesmas Lubuk Buaya, Puskesmas Air Tawar,



Puskesmas Ulak Karang, Puskesmas Ambacang, Puskesmas Anak Air dan
Puskesmas Ikur Koto.’

Puskesmas dalam implementasinya di era JKN, harus menyiapkan pelayanan
kesehatan sesuai kriteria teknis yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan seperti
tercantum dalam Permenkes No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat Indonesia. Selain itu, agar eksistensi puskesmas sebagai fasilitas
kesehatan tingkat pertama milik pemerintah tetap dimanfaatkan oleh masyarakat.*

Implementasi terkait kebijakan yang harus dilaksanakan puskesmas masih
terkendala oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pemanfaatan pelayanan
kesehatan (utilisasi) puskesmas oleh masyarakat. Addani (2008) dalam penelitiannya
mengatakan rendahnya angka pemanfaatan puskesmas dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti lokasi atau tempat keberadaan puskesmas, tenaga pelayanan kesehatan
dan fasilitas yang disediakan.® Selain itu, peraturan yang menjelaskan tentang
kedudukan puskesmas dalam era JKN yakni Permenkes No.75 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat baru disahkan pada pertengahan tahun 2014. Hal ini
menyebabkan penerapan Permenkes No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional tidak dapat diterapkan sebagaimana
mestinya.

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana
gambaran pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pelayanan
kesehatan gigi dan mulut di poliklinik gigi puskesmas Kota Padang pada tahun

pertama penerapannya.



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian

yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di poliklinik gigi puskesmas Kota

Padang?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan
kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pelayanan kesehatan gigi dan
mulut di poliklinik gigi puskesmas Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini antara lain :

1. Mengidentifikasi tingkat kunjungan masyarakat yang datang berobat
menggunakan asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan di
poliklinik gigi puskesmas Kota Padang sebelum dan sesudah
diberlakukannya kebijakan JKN.

2. Mengidentifikasi pola penyakit dan kelainan gigi masyarakat yang datang
berobat ke poliklinik gigi puskesmas Kota Padang sebelum dan sesudah
diberlakukannya kebijakan JKN.

3. Mengidentifikasi pola tindakan perawatan yang dilakukan tenaga medis gigi
di poliklinik gigi puskesmas Kota Padang sebelum dan sesudah
diberlakukannya kebijakan JKN.

4. Mengidentifikasi tingkat rujukan dari poliklinik gigi puskesmas Kota Padang
ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sebelum dan sesudah

diberlakukannya kebijakan JKN.



1.4 Manfaat Penelitian

1

Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana

pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat setelah diterapkannya
kebijakan JKN pada lingkup puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP).

Bagi Puskesmas
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak puskesmas

khususnya dalam mengevaluasi efektifitas pelayanan kesehatan gigi dan
mulut yang diberikan.

b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pembuatan anggaran
tahunan puskesmas, baik anggaran untuk sarana dan prasana/logistik
maupun pengembangan SDM guna memberikan pelayanan kesehatan gigi
di poliklinik gigi puskesmas sesuai tuntutan dalam kebijakan JKN.

Bagi Penyelenggara JKN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak penyelenggara JKN

dalam menilai dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang baru diterapkan
oleh pemerintah dan dapat memberikan gambaran kerja untuk periode
berikutnya.

Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman

peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan
penerapan kebijakan JKN terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut

dilingkup puskesmas.




1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang menggunakan

asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di

poliklinik gigi puskesmas Kota Padang pada tahun 2013 dan tahun 2014.



BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Kesehatan
2.1.1 Pengertian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu
totalitas. Sehat dalam definisi WHO (1957) adalah suatu keadaan sejahtera sempurna
secara fisik, mental dan sosial yang tidak hanya terbatas pada bebas dari penyakit
dan kelemahan dirasa tidak sesuai atau tidak lengkap lagi. Dalam Ottawa Charter
tahun 1986 disebutkan bahwa sehat itu bukan tujuan hidup, tetapi alat untuk dapat
hidup produktif.”

Sistem kesehatan (health system) menurut WHO (2000) adalah semua
aktivitas yang memiliki tujuan utama meningkatkan, memperbaiki, atau merawat
kesehatan. Batasan sistem dalam definisi ini adalah semua jenis pelayanan kesehatan
formal, profesional di bidang kesehatan, ataupun personal yang berdedikasi terhadap
pengobatan baik dengan resep ataupun tidak, termasuk sistem pendidikan yang
mendukung sistem kesehatan. Dalam perkembangannya, para ahli mengganti istilah
health system ini menjadi health care system karena lingkupnya yang sangat
tergantung dengan kebijakan di suatu negara.’

Lassey (1997) mendefinisikan health care system sebagai kombinasi antara
institusi kesehatan, sumber daya manusia pendukung, mekanisme finansial, sistem
informasi, mekanisme jaringan organisasi, dan manajemen struktur termasuk
administrasi. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung penyediaan jasa pelayanan

kesehatan bagi pasien.’
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2.1.2 Tujuan Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan memiliki tujuan , antara lain :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Kematian Ibu
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), angka kejadian penyakit dan berbagai
indikator lainnya.

2. Meningkatkan sensifitas terhadap harapan masyarakat, dengan indikator
masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan.

3. Menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan kesehatan. Sistem kesehatan
diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan
bagi yang membutuhkan.’

2.1.3 Sistem Kesehatan di Indonesia
Indonesia telah memiliki sistem kesehatan sejak tahun 1982 melalui Sistem

Kesehatan Nasional (SKN). SKN merupakan suatu tatanan yang mencerminkan
upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat
kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang
dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. SKN tahun 1982 kemudian diganti menjadi
SKN tahun 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
131/Menkes/SK/I1/2004 karena sudah tidak relevan lagi dengan iklim politik di
Indonesia dan mulai diterapkannya otonomi daerah.’

Konsep SKN setelah diterapkannya iklim politik yang baru di Indonesia juga
mengalami banyak perubahan. Berawal dari pergantian SKN tahun 2004 menjadi
SKN tahun 2009 dan kemudian diubah kembali menjadi SKN tahun 2012 sesuai
dengan Peraturan Presiden (perpres) No.72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional. Pengertian SKN pada pasal 1 ayat 2 yang tercantum dalam perpres tersebut

adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa
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Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.’

2.1.4 Konsep Universal Health Coverage
Universal Health Coverage (UHC) merupakan sebuah konsep untuk

memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang dibutuhkan terhadap usaha
promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi oleh pelayanan kesehatan dengan
kualitas yang mencukupi agar menjadi efektif. UHC juga memastikan seluruh
masyarakat tidak mengalami kesulitan keuangan ketika membayar untuk layanan
kesehatan.®

Berdasarkan hal tersebut, konsep UHC merupakan penentu dalam
menetapkan tujuan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial di sebuah negara.
Hal-hal yang terkandung di dalam sebuah konsep UHC merupakan hal-hal yang
terkait kesetaraan dan kesejahteraan meliputi kualitas pelayanan kesehatan untuk
memperbaiki status kesehatan masyarakat, kesetaraan akses terhadap pelayanan
kesehatan yang efektif sehingga mengurangi ketidakadilan dalam akses kesehatan
dan perlindungan/jaminan terhadap risiko menjadi jatuh miskin sebagai konsekuensi
akibat menanggung beban biaya-biaya pelayanan kesehatan yang ada.’

Penerapan UHC dalam sebuah sistem kesehatan suatu negara berbeda-beda,
namun intinya adalah bagaimana sebuah negara menjamin seluruh warganya
terhadap akses pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan biaya, memperbaiki
layanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Banyak hal yang
perlu diperhatikan oleh sebuah negara dalam menyelenggarakan sistem kesehatan
berbasis UHC seperti keuangan, kebijakan, kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas

tenaga kesehatan.”
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2.2 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.’

Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang No.40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka mencapai UHC.
Undang-Undang ini menyatakan bahwa program jaminan sosial bersifat wajib
mencakup seluruh penduduk Indonesia yang pencapaiannya dilakukan secara
bertahap.®

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2004 disebutkan bahwa jaminan
kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
ekuitas. Pemerintah juga membuat Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS ditunjuk sebagai badan penyelenggara program jaminan
sosial yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia
mencanangkan pada awal tahun 2014 untuk memulai pelaksanaan sistem jaminan
kesehatan secara bertahap seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang SJSN.'°

Pelaksanaan JKN secara operasional dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) dan Perpres, antara lain: PP No.101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
(PBI), Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan
Kesehatan Nasional. Dalam Undang-Undang No.24 tahun 2011 juga ditetapkan PT
Persero Asuransi Kesehatan (Askes) Indonesia bertransformasi menjadi BPJS
Kesehatan, maka Indonesia mulai memasuki new era yang akan membentuk suatu
sistem pembayaran tunggal (single payer system) layanan medis untuk seluruh

penduduk Indonesia.”
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2.2.1 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional
Manfaat JKN yang diberikan oleh BPJS Kesehatan meliputi pelayanan

kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik
yang mencakup :
a) Administrasi pelayanan
b) Pelayanan promotif dan preventif
¢) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
d) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
f) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
g) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
h) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan
spesialistik dan/atau sub spesialistik yang mencakup rawat jalan dan rawat inap.
a) Rawat jalan, meliputi :
1) Administrasi pelayanan
2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter
spesialis dan/atau sub spesialis
3) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
5) Pelayanan alat kesehatan implant
6) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi
medis
7) Rehabilitasi medis

8) Pelayanan darah
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9) Pelayanan kedokteran forensik
10)Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
b) Rawat Inap, meliputi:
1) Perawatan inap non intensif
2) Perawatan inap di ruang intensif
3) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri."'

2.2.2 Fasilitas Kesehatan
Fasilitas yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)terdiri dari rawat jalan dan rawat
inap tingkat pertama.
a) Rawat Jalan Tingkat Pertama, terdiri dari :
1) Puskesmas atau yang setara
2) Praktik dokter
3) Praktik dokter gigi
4) Klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat
pertama milik TNI/POLRI
5) Rumah sakit kelas D pratama atau yang setara
b) Rawat Inap Tingkat Pertama, meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama
dengan fasilitas rawat inap.
2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTL)terdiri dari rawat jalan dan
rawat inap. Fasilitas ini dapat diterima di klinik utama atau yang setara, rumah
sakit umum, dan rumah sakit khusus, baik milik pemerintah maupun swasta yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.?
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BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dalam menetapkan
pilihan fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemberi
pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Indonesia.
Kriteria teknis yang dinilai meliputi sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan
prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.’

Persyaratan yang harus dipenuhi FKTP, selain telah terakreditasi, dalam
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu:

a. Untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:
a) Surat Ijin Praktik;
b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
¢) Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya
d) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
b. Untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki:
a) Surat Ijin Operasional
b) Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker
(SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK)
bagi tenaga kesehatan lain
¢) Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan
d) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional
c¢. Untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:
a) Surat [jin Operasional
b) Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat

Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain



¢) Surat ljin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian

d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan

e) Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan

f) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.

Untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki :

a) Surat [jin Operasional

b) Surat [jin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik

¢) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan

d) Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan

e) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan

Kesehatan Nasional

16

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan untuk FKTP

berupa pembayaran kapitasi dan untuk FKTL berupa pembayaran INA CBG’s.

Masing-masing fasilitas kesehatan wajib membuat laporan kegiatan pelayanan

kesehatan yang diberikan secara berkala setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.'?

2.2.3 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu pelayanan

kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan baik dilingkup FKTP maupun

FKTL. Pelayanan gigi yang khusus diberikan di FKTP, meliputi :

1.

Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk

berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes lanjutan untuk

penyakit yang tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama

Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
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3. Premedikasi yakni pemberian obat untuk kasus penyakit tertentu sebelum
dilakukan tindakan perawatan lanjutan

4. Kegawatdaruratan oro-dental meliputi devitalisasi pulpa dengan/ tanpa obat,
trepanasi dengan/ tanpa obat dan tindakan incisi

5. Pencabutan gigi sulung dengan anastesi topikal atau anastesi injeksi (seperti
anastesi infiltrasi)

6. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, yaitu perawatan yang diberikan berupa
pencabutan gigi dalam keadaan normal

7. Obat pasca ekstraksi, yakni obat yang diberikan setelah selesai pencabutan gigi
berupa golongan antibiotik, analgesik dan anti inflamasi (jika dibutuhkan)

8. Tumpatan gigi, yaitu penumpatan gigi yang dilakukan dengan menggunakan
bahan tambalan komposit atau semen ionomer kaca (GIC) yang disertai pulp
capping/ tanpa pulp capping

9. Scaling ( pembersihan karang gigi) dibatasi satu kali per tahun."

10.Pengadaan protesa sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pelayanan
tambahan/suplemen dengan limitasi/plafon/pembatasan yang diberikan kepada
peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTL). Protesa gigi/gigi palsu
diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai dengan
indikasi medis dan atas rekomendasi dari dokter gigi dengan tarif maksimal
penggantian protesa gigi sebesar Rp1.000.000,00. Tarif untuk masing-masing
rahang maksimal Rp500.000,00 dengan rincian per rahang : (a) kehilangan 1
sampai dengan 8 gigi dikenakan Rp250.000,00 sedangkan (b) kehilangan 9

sampai dengan 16 gigi dikenakan biaya Rp500.000,00. Pengadaan protesa gigi
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kembali harus dilakukan setahun setelah protesa gigi yang lama dibuat sesuai
rekomendasi dokter gigi.'> '
Pelayanan gigi yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, antara lain :

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan yang berlaku

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat

3. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

4. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik

5. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi)

6. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan

kesehatan yang diberikan.'*

2.3 Pusat Kesehatan Masyarakat
2.3.1 Pengertian
Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan unit pelaksana teknis

dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama. Pelayanan yang diberikan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif guna tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya."’

2.3.2 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas yaitu berupa pelayanan

kesehatan masyarakat tingkat pertama, yang terdiri dari upaya kesehatan masyarakat

esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan
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masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung
pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. Upaya
kesehatan masyarakat esensial terdiri dari pelayanan promosi kesehatan, pelayanan
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana,
pelayanan gizi serta pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya
kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang
kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat
ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah
kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di
masing-masing puskesmas. "

Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh
puskesmas dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat darurat,
pelayanan satu hari (one day care), home care dan/atau rawat inap berdasarkan
pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Puskesmas dalam melaksanakan
upaya kesehatan harus menyelenggarakan antara lain manajemen puskesmas,
pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan
laboratorium. Puskesmas juga didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan.
Jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling,
dan bidan desa, sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari klinik,
rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya."®

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melakukan
rujukan sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku. Rujukan yang dilakukan harus
secara berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan

tingkat lanjutan.' ?
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Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus
penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik
secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana
pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana
pelayanan kesehatan yang sama. Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang
diselenggarakan oleh puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni: (a)
Rujukan upaya kesechatan perorangan, cakupan rujukan pelayanan kesehatan
perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu
menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib
merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal
maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat inap yang hanya memerlukan rawat
jalan sederhana, dirujuk ke puskesmas. Rujukan upaya kesehatan perorangan
dibedakan atas tiga macam: 1). Rujukan kasus keperluan diagnostik, pengobatan,
tindakan medik (biasanya operasi) dan lain-lain. 2). Rujukan bahan pemeriksaan
(spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. 3). Rujukan ilmu
pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan
bimbingan kepada tenaga puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan
medik di puskesmas; (b) Rujukan upaya kesehatan masyarakat, cakupan rujukan
pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya
kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana Rujukan pelayanan
kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal
upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila
suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, maka

puskesmas tersebut wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rujukan
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upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam: 1). Rujukan sarana dan
logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium
kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis
pakai dan bahan makanan. 2). Rujukan tenaga antara lain dukungan tenaga ahli untuk
penyelidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan,
penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam. 3). Rujukan operasional,
yakni menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan masyarakat dan tanggungjawab
penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya
kesehatan masyarakat (antara lain Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan
Kerja, Upaya Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas
tidak mampu.'®

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik
pemerintah dan pemerintah daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Organisasi profesi juga dilibatkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan puskesmas guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu tercakup dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.'’

2.3.3 Peran Puskesmas pada Era JKN
Sistem kesehatan dunia merujuk pada sistem UHC yang dicanangkan oleh

World Health Organisation (WHO). Indonesia merupakan salah satu negara yang
mulai merintis UHC. Sejak dicanangkannya sistem jaminan kesehatan secara
bertahap seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang SJSN, pemerintah telah

menetapkan beberapa kebijakan diantaranya Perpres No.12 tahun 2013 tentang
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Jaminan Kesehatan sebagai upaya pencapaian UHC. Pasal 35 ayat 1 Undang-
Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah
bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan, selain itu pada
pasal 36 ayat 2 juga dijelaskan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah dan
pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan.''

Puskesmas selaku fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah juga
turut berperan aktif sebagai gate keeper dalam era JKN. Gate keeper adalah pintu
gerbang pertama pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat selaku
penerima pelayanan dan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat
disuatu wilayah. Puskesmas harus menjalankan perannya dengan maksimal untuk
kendali biaya. Kualitas dari pelayanan puskesmas perlu ditingkatkan. Sistem rujukan

berjenjang yang selama ini telah diterapkan tetapi belum berjalan optimal maka harus

kesehatannya oleh pemerintah dan pemanfaatan puskesmas selaku FKTP masih

diterima dengan baik oleh masyarakat serta mengurangi penumpukan pelayanan



2.4 Kerangka Teori
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BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian dengan

melakukan observasi pada sampel yang diambil dalam penelitian.

3.2 Waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan pada bulan November 2014 - Juni 2015 di Poliklinik

Gigi Puskesmas Kota Padang.

3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh puskesmas di Kota Padang

sebanyak 22 puskesmas. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berupa

total sampling, yaitu pengambilan seluruh sampel yang ada dalam populasi.
Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari buku register harian

Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Data dari buku register harian Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang
lengkap dari bulan Januari- Desember tahun 2013 dan bulan Januari —
Desember tahun 2014.

2. Data masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi di Poliklinik

Gigi Puskesmas Kota Padang merupakan peserta JKN.
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3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penerapan kebijakan JKN adalah penerapan kebijakan yang dicanangkan oleh
pemerintah dalam era SJISN. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan Permenkes
No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas.

2. Kunjungan adalah jumlah masyarakat yang menggunakan asuransi kesehatan
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poliklinik Gigi
Puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014.

3. Jenis penyakit/kelainan gigi adalah pola penyakit/kelainan gigi masyarakat yang
datang berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun
2014.

4. Tindakan perawatan adalah pola perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan
gigi di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014.

5. Rujukan adalah jumlah rujukan dari Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang ke
FKTL untuk mendapatkan pelayanan yang lebik spesialistik/ sub spesialistik

tahun 2013 dan tahun 2014.

3.5 Alat dan Bahan Penelitian
Pada penelitian ini digunakan alat dan bahan berupa tabel penelitian, alat

tulis, data dari buku register harian Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun

2013 dan tahun 2014 serta dokumentasi puskesmas terkait.

3.6 Prosedur Kerja Penelitian
1. Peneliti meminta surat pengantar penelitian ke pihak kampus
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2. Setelah didapatkan surat pengantar penelitian, peneliti meminta izin ke Dinas
Kesehatan Kota Padang untuk penelitian di puskesmas se-Kota Padang.

3. Peneliti mengambil data pelayanan gigi dan mulut dari buku register harian
Poliklinik Gigi puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014 ke seluruh
puskesmas

4. Peneliti mengelompokkan data yang didapat dari buku register harian Poliklinik
Gigi Puskesmas Kota Padang berdasarkan jumlah kunjungan masyarakat yang
menggunakan asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi
dan mulut, jenis penyakit, tindakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan gigi serta jumlah rujukan tahun 2013 dan tahun 2014.

5. Peneliti melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

3.6.1 Pengumpulan Data
Data didapat berupa data sekunder yang diperoleh dari buku register harian

Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014 dan dokumen
terkait lainnya.

3.6.2 Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing
Kegiatan untuk melakukan pengecekan data dari buku register harian

Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014 apakah sudah
dikelompokkan berdasarkan jumlah kunjungan masyarakat, jenis penyakit, tindakan
pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan gigi dan jumlah rujukan.

b. Coding
Melakukan pemberian kode-kode tertentu dengan tujuan mempersingkat dan

mempermudah pengolahan data.
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c. Entry Data
Data yang telah diedit dan diberi kode kemudian di-input ke dalam program

Microsoft Excel.

d. Cleaning Data
Melihat kembali data yang telah dimasukkan atau sudah dibersihkan dari

kesalahan, baik pada pengkodean atau pada entry data.

3.7 Analisa Data
Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat. Analisis

univariat digunakan untuk melihat distribusi data sekunder yang diambil dari buku
register harian Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 dan tahun 2014.
Hasil analisis yang didapatkan berupa deskripsi tingkat kunjungan masyarakat yang
datang berobat menggunakan asuransi kesehatan ke poliklinik gigi puskesmas Kota
Padang dan tingkat rujukan ke FKTL yang ada sebelum dan sesudah diterapkan
kebijakan JKN. Selain itu juga didapatkan pola penyakit yang paling banyak diderita
masyarakat serta tindakan perawatan yang banyak diberikan oleh tenaga medis gigi

sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan JKN.



BAB 4 : HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
Secara geografis wilayah Kota Padang berada antara 00°44°00”-01°08°35” LS

dan 100°05°05”-100°34°09” BT dengan luas wilayah 694,96 Km? dan batas-batas
sebagai berikut :

Batas Utara : Kabupaten Padang Pariaman

Batas Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan

Batas Timur : Selat Mentawai

Batas Barat : Kabupaten Solok."’

Kota Padang memiliki 11 kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Padang
Timur, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang
Barat, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Pauh, Kecamatan Bungus Teluk
Kabung, dan Kecamatan Koto Tangah.'® Kecamatan dengan penduduk terbanyak
adalah Kecamatan Koto Tangah.

Jumlah penduduk yang ada di Kota Padang sebanyak 876.678 jiwa. Jumlah
tersebut terdiri dari 437.168 jiwa laki-laki dan 439.516 jiwa perempuan.

Penelitian dilaksanakan di poliklinik gigi puskesmas Kota Padang dari
tanggal 15 Februari — 29 April 2015. Sampel pada penelitian ini yang memenuhi
kriteria inklusi yaitu Puskesmas Ikur Koto, Puskesmas Pengambiran, Puskesmas
Anak Air, Puskesmas Pemancungan, Puskesmas Lapai, Puskesmas Kuranji,
Puskesmas Nanggalo, Puskesmas Ambacang, Puskesmas Seberang Padang, dan

Puskesmas Lubuk Buaya.
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4.2 Sumber Daya Manusia
Poliklinik Gigi Puskesmas se-Kota Padang mempunyai tenaga pelaksana

yang terdiri dari dokter gigi dan perawat gigi dalam memberikan pelayanan
kesehatan gigi kepada masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di poliklinik

gigi berdasarkan status tenaga pelaksana pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

4.1.
Tabel 4.1 Data Sumber Daya Manusia di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota
Padang
Tenaga Pelaksana
i i Dokter Gigi Perawat Gigi
1 Ikur Koto 3 1
2 Pengambiran 2
3 Anak Air 2 1
4 Pemancungan 3 2
5 Lapai 2 2
6 Kuranji 2 1
7 Nanggalo 4 2
8 Ambacang 2 1
9 Seberang Padang 3 2
10  Lubuk Buaya 4 2

Sumber: Bank Data Puskesmas

4.3 Sarana dan Prasarana

Poliklinik gigi puskesmas harus memiliki sarana dan prasarana untuk
mendukung kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sarana dan Prasarana yang dimaksud berupa peralatan dan bahan-bahan

kedokteran gigi. Data sarana dan prasarana tersebut dapat diuraikan dalam tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Data Sarana dan Prasarana Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang

No

Nama Instrumen

Puskesmas

PS

E
3

L S

10.

Dental Unit
Contra Angle Handpiece
Kompressor 1 pk
Stabilizer
Alat pencabutan dan bedah minor
. Tang pencabutan
. Bein
Cryer
Gagang pisau bedah
Pisau bedah
Arteri klem
Rasparatorium
. Needle holder
lat diagnostik
Kaca mulut
Pegangan kaca mulut
Pinset dental
. Sonde half moon
Sonde
. Excavator
Alat penambalan
a. Light curing
b. Bahan tambal komposit
¢. Plastis filling
d. Stopper semen
e. Spatula semen
Alat sterilisasi
a. Autoclave
b. Cairan desinfektan
c. Spray desinfektan permukaan

SNo O TP LIRS AN TP

Atraumatic Restorative Treatment
(ART) set

a. Sonde

b. Excavator

¢. Glass lonomer

d. Cocoa Butter

e. ART instrumentary
Periodontal set

a. Scaler ultrasonik

b. Periodontal probes

<< <<<< <<<<<<<c<c <<<<|X

<<< <<<

<<€ L4449

<<< <<<<< <<<<<< <<<<<<<< <<<<|¥

€ Qe

<<<<<< <<<<<<<< <<<<¥

<<< <<<:

<< <<<

\

<<<<<< <<<<<<<< <<<<|F

<<< <<<

g€ Qg

<<<<<< <<<<<<<<C<<L <<<<

<<< <<<:

<€ aqg

\Y

<<<<<< <C<<<<<<<< <<<<

<<< <<<

g4 Qg

<<<<<< <<<<<C<<< <<<<

<<< <<<

<< < <<

v

<<<<<< <<<<<<<< <<<<|F

<<€ <<

< g«

\

<<<<<d<d <<<dd<g<<< <<<<F

<<< <<<

< L«

\Y%

c<<cce <cc<cccccs <<<<§

<< <<<

<<€ <<

Sumber data : Bank Data Puskesmas dan Rekomendasi Peralatan dari Kementrian Kesehatan RI

tahun 2014."

tersedia

Ket: (v):
(-):
Pl :
P2
! o4
P4 :
P

tidak tersedia

Puskesmas Ikur Koto
Puskesmas Pengambiran
Puskesmas Anak Air
Puskesmas Pemancungan
Puskesmas Lapai

P6 : Puskesmas Kuranji

P7 : Puskesmas Nanggalo

P8 : Puskesmas Ambacang

P9 : Puskesmas Seberang Padang
P10 : Puskesmas Lubuk Buaya
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4.4 Tingkat Kunjungan
Kebijakan JKN yang dicanangkan pemerintah diawal tahun 2014 memberi

dampak kepada masyarakat selaku penyelenggara kebijakan. Salah satu dampaknya
adalah berubahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota
Padang. Perbedaan kunjungan masyarakat sebelum dan sesudah diberlakukannya
kebijakan JKN dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data Jumlah Kunjungan Peserta Asuransi Kesehatan yang Datang
Berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang

Tahun 2013 Tahun 2014
No Puskesmas Peserta Kunjungan Utilisasi | Peserta(**) Kunjungan Utilisasi
*) (%) (%)
1 Tkur Koto 7189 354 5 6627 698 11
2 Pengambiran 19859 839 4 20812 1334 6
3  Anak Air 12630 302 2 12772 620 5
4 Pemancungan 10747 343 3 11618 644 6
5 Lapai 7619 459 6 8307 660 8
6  Kuranji 13075 807 6 14681 716 5
7 Nanggalo 15416 1090 7 17241 1329 8
8 Ambacang 18215 1155 6 19077 1588 8
9 Seberang 10157 509 5 12425 940 8
Padang

10 Lubuk Buaya 31659 1632 5 34646 1916 6
Total 146.566 7490 5 158.206 10445 7

Sumber data : Buku Register Harian Puskesmas, Bank Data Dinas Kesehatan Kota Padang.m

Ket : (*)jumlah peserta asuransi kesehatan meliputi peserta Jamkesda, Jamkesmas, dan Askes

(TNI/Polri dan PNS)
(**)rerata jumlah peserta JKN selama tahun 2014

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kunjungan peserta asuransi kesehatan yang
datang berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang terjadi peningkatan dalam
segi jumlah yaitu 7.490 orang pada tahun 2013 dan 10.445 pada tahun 2014. Hasil
penelitian juga menunjukkan rata-rata persentase pemanfaatan pelayanan kesehatan
oleh masyarakat/utilisasi peserta asuransi kesehatan yang datang berobat ke

poliklinik gigi puskesmas Kota Padang meningkat sebanyak 2%.
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4.5 Tingkat Rujukan
Selain berdampak pada jumlah kunjungan masyarakat yang datang berobat,

kebijakan JKN juga memengaruhi tingkat rujukan masyarakat dari puskesmas ke
fasilitas kesehatan tingkat lanjut lainnya guna mendapatkan pelayanan kesehatan
gigi. Perbedaan tingkat rujukan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut
sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan JKN dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Data Jumlah Rujukan Peserta Asuransi Kesehatan dari Poliklinik

Gigi Puskesmas Kota Padang
Tahun 2013 Tahun 2014
No Puskesmas Kunjungan Rujukan (%) Kunjungan Rujukan (%)
Rujukan Rujukan

1 Ikur Koto 354 8 2 698 41 6
2  Pengambiran 839 79 9 1334 202 15

3  Anak Air 302 3 1 620 40 6
4  Pemancungan 343 37 11 644 89 14
5§ Lapai 459 26 6 660 118 18
6 Kuranji 807 35 4 716 95 13
7 Nanggalo 1090 262 24 1329 238 18

8 Ambacang 1155 13 1 1588 29 3
9 Seberang 509 130 25 940 259 16

Padang

10 Lubuk Buaya 1632 176 11 1916 180 9

Total 7490 769 10 10445 1291 12

Sumber data : Buku Register Harian Puskesmas

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rujukan peserta
asuransi kesehatan dari Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang. Hal ini terlihat dari
persentasenya yang meningkat dari 10% tahun 2013 ke 12% tahun 2014. Persentase
rujukan tertinggi sesudah diterapkannya kebijakan JKN terlihat di Puskesmas Lapai
dan Puskesmas Nanggalo yang masih terdapat pada kecamatan yang sama,

sedangkan persentase terendah terdapat pada Puskesmas Ambacang.
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Gambar 4.1 Perbandingan Tingkat Kunjungan Peserta Asuransi Kesehatan
yang Datang Berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang

OTahun 2013
@ Tahun 2014

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan
masyarakat yang datang berobat menggunakan asuransi kesehatan ke poliklinik gigi
Puskesmas Kota Padang sesudah diterapkannya kebijakan JKN. Jumlah kunjungan
terbanyak terjadi pada bulan November tahun 2014 sebanyak 1.035 orang.
Sedangkan jumlah kunjungan yang paling sedikit terjadi pada bulan Juli tahun 2013
sebanyak 499 orang, dikarenakan bertepatan dengan bulan ramadhan dan cuti libur
lebaran.

Gambar 4.2 Perbandingan Tingkat Rujukan Peserta Asuransi Kesehatan dari
Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang

O Tahun 2013
@ Tahun 2014

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Gambar 4.2 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah rujukan peserta
asuransi kesehatan dari poliklinik Puskesmas Kota Padang sesudah diterapkannya
kebijakan JKN. Grafik diatas memperlihatkan jumlah rujukan terbanyak terjadi pada
bulan September tahun 2014 yang bertepatan dengan bulan kesehatan gigi nasional.

Sedangkan jumlah rujukan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus tahun 2013.
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4.6 Pola Penyakit dan Kelainan Gigi
Perbedaan pola penyakit/kelainan gigi yang terdata di poliklinik gigi

Puskesmas Kota Padang dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6.

Tabel 4.5 Data Pola Penyakit/Kelainan Gigi di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota
Padang Tahun 2013

Kode Nama Penyakit Dushopinns Total

P1 P2 P3 P4 PS5 P6 P7 P8 P9 P10
Infeksi  Spiroketal

Lainnya

Infeksi Virus Herpes
(Herpes Simplex)
Infeksi Virus dengan
Lesi pada Kulit dan
Selaput Lendir
Lainnya

B26 Gondong (Mumps)
B37 Kandidiasis

A69

B0O

B08

Gangguan

K00 Perkembangan dan 109 122 82 50 72 111 105 148 41 82 922
Erupsi Gigi
Gigi Terbenam dan

K01 Impaksi 1 2 5 1 5 14

K02 Karies Gigi 33 29 12 18 103 71 54 24 101 445
Penyakit  Jaringan

KO3 Keras Gigi Lainnya = 2
Penyakit  Jaringan

K04 Pulpa dan Periapikal 188 479 118 248 273 260 459 789 337 744 3895
Gingivitis dan

K05 Penyakit Periodontal 26 48 99 20 44 211 330 87 30 364 1259

K07  Anomali Dentofasial 1 2 2 4 8 17
Gangguan gigi dan

K08 Jaringan Pendukung 1 1
Lainnya
Stomatitis dan Lesi-

K12  Lesi yang 3 2 12 3 18 38
Berhubungan
Penyakit Bibir dan

K13  Mukosa Mulut 1 2 3 4 10
Lainnya

L51  Eritema Multiform
R51  Sakit Kepala
S02 Fraktur  Tengkorak

dan Tulang Muka
Lainnya 2 175 11 4 54 91 33 9 309 809
Total 7412

Sumber : Rekomendasi Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi dalam Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional tahun 2014."

Ket: Pl = Puskesmas Ilkur Koto P6 = Puskesmas Kuranji
P2 = Puskesmas Pengambiran P7 = Puskesmas Nanggalo
P3 = Puskesmas Anak Air P8 = Puskesmas Ambacang
P4 = Puskesmas Pemancungan P9 = Puskesmas Seberang Padang

P35 = Puskesmas Lapai P10=Puskesmas Lubuk Buaya
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pola penyakit terbanyak yang terdata di
Poliklinik Gigi puskesmas Kota Padang sebelum diterapkannya JKN adalah penyakit
jaringan pulpa dan jaringan periapikal sebanyak 3.895 kasus, sedangkan penyakit

yang paling sedikit adalah gangguan gigi dan jaringan pendukung lainnya sebanyak 1

kasus.
Tabel 4.6 Data Pola Penyakit/Kelainan Gigi di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota
Padang Tahun 2014
" Tahun 2014

Kode Nama Penyakit Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PI0 Total

A69 Infeksi Spiroketal Lainnya

B00 Infeksi Virus Herpes
(Herpes Simplex)

B08 Infeksi Virus dengan Lesi
pada Kulit dan Selaput
Lendir Lainnya

B26 Gondong (Mumps)

B37 Kandidiasis

K00 Gangguan Perkembangan 118 104 108 115 84 119 170 19 75 119 1202
dan Erupsi Gigi

K01 Gigi Terbenam dan 5 2 2 2 2 15 9 8 8 53
Impaksi

K02 Karies Gigi 86 69 15 9 64 38 76 81 54 165 657

K03 Penyakit Jaringan Keras 19 1 6 4 1 1 8 6 46
Gigi Lainnya

K04 Penyakit Jaringan Pulpa 391 616 328 456 331 284 445 1027 621 981 5480
dan Periapikal

K05 Gingivitis dan Penyakit 89 179 123 48 112 182 514 154 52 236 1689
Periodontal

K07  Anomali Dentofasial 5 2 7 1 4 17 36

K08 Gangguan gigi dan 1 1 1 3
Jaringan Pendukung
Lainnya

K12 Stomatitis dan Lesi-Lesi 5 8 26 3 1 9 22 5 64 143
yang Berhubungan

K13 Penyakit Bibir dan 5 2 7
Mukosa Mulut Lainnya

L51  Eritema Multiform

R51  Sakit Kepala

S02 Fraktur Tengkorak dan
Tulang Muka
Lainnya 5 139 2 24 27 56 80 68 139 357 897
Total 10213

Sumber : Rekomendasi Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi dalam Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional tahun 2014."

Ket: Pl = Puskesmas Ikur Koto P6 = Puskesmas Kuranji
P2 = Puskesmas Pengambiran P7 = Puskesmas Nanggalo
P3 = Puskesmas Anak Air P8 = Puskesmas Ambacang
P4 = Puskesmas Pemancungan P9 = Puskesmas Seberang Padang

P5 = Puskesmas Lapai P10=Puskesmas Lubuk Buaya
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyakit yang
terdata di Poliklinik Gigi puskesmas Kota Padang sesudah diterapkannya kebijakan
JKN. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penyakit terbanyak yaitu penyakit jaringan
pulpa dan periapikal sebanyak 5.480 kasus, sedangkan penyakit yang paling sedikit
adalah gangguan gigi dan jaringan pendukung lainnya sebanyak 3 kasus. Terjadinya
peningkatan jumlah penyakit yang terdata ini sebanding dengan meningkatnya

jumlah masyarakat yang datang berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang.

4.7 Pola Tindakan Perawatan
Pelayanan Kesehatan berupa tindakan perawatan yang diberikan oleh fasilitas

kesehatan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
yang ada. Tindakan perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan gigi sesuai
kebijakan JKN di Poliklinik Gigi puskesmas kota Padang dapat dilihat pada tabel 4.7

dan 4.8.
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Tabel 4.7 Data Tindakan Perawatan yang diberikan Tenaga Kesehatan di
Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang Tahun 2013

Tahun 2013

Tindakan Perawatan P1

P2

P3 P4

PS P6 P7 P8

P9 P10

Total

Konsultasi Medis
Premedikasi/ Pemberian 81
Obat
3 Kegawatdaruratan
Orodental
a. Devitalisasi pulpa
b. Pulp Capping
4 Pencabutan Gigi
a.Sulung 101
b. permanen (tanpa 56
penyulit)
5 Tumpatan/ Tambalan
a. Komposit
b. Glass lonomer 21
Cement (GIC)
6 Skeling Gigi (Ix 17
setahun)
7 Pembuatan Protesa Gigi
a. Sebagian (partial
denture)
b. Penuh (full denture)
8 Lainnya 2
9 Rujuk 8
Total

N - Z

14
291

120
113

133

77
79

7
124 208

81 56
97 45

4
3 37

6 71 16 19
260 422 526 731

73 184 111 173
19 92 8 101

2 1 27 116
26 35 262 13

276 817

50 161
49 270

6 4
130 176

217
3736

1110
931

154

239
769
7249

Sumber : Rekomendasi Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi dalam Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional tahun 2014."

Ket: P1 = Puskesmas lkur Koto
P2 = Puskesmas Pengambiran
P3 = Puskesmas Anak Air
P4 = Puskesmas Pemancungan
P35 = Puskesmas Lapai

P6 = Puskesmas Kuranji

P7 = Puskesmas Nanggalo

P8 = Puskesmas Ambacang

P9 = Puskesmas Seberang Padang
P10=Puskesmas Lubuk Buaya

Tabel 4.7 menunjukkan tindakan yang diberikan tenaga medis gigi sebelum

diberlakukannya kebijakan JKN paling banyak adalah tindakan premedikasi/

pemberian obat. Sedangkan tindakan yang sama sekali tidak dilakukan oleh tenaga

medis gigi yaitu tindakan kegawatdaruratan orodental (devitalisasi pulpa, pulp

capping), dan pembuatan protesa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peralatan

yang ada di poliklinik gigi Puskesmas Kota Padang serta kurangnya sosialisasi dari

BPJS Keschatan kepada tenaga kesehatan gigi tentang pelayanan yang wajib

diberikan di poliklinik gigi Puskesmas Kota Padang selaku FKTP.
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Poliklinik Gigi Tahun 2014
. Tahun 2014
No Tindakan Perawatan Pl P2 P3 P4 P5 P6 P17 P8 P9 PO Total
1 Konsultasi Medis 26 133 1 21 19 11 57 45 75 388
2 g’;a'f"d‘k”" Pemberian 45 505 197 351 367 363 590 805 430 736 4593
3 Kegawatdaruratan
Orodental
Devitalisasi pulpa
Pulp Capping
4  Pencabutan Gigi
Sulung 102 151 112 134 69 125 169 178 77 213 1330
Permanen (tanpa
penyulit) 92 105 266 72 26 91 121 161 124 328 1386
5 Tumpatan/ Tambalan
Komposit 1 1
Glass Ionomer Cement
(GIC) 61 38 27 5 2 69 84 73 359
6 Skeling Gigi (1x setahun) 30 60 4 1 95
7  Pembuatan Protesa Gigi
Sebagian (partial 5 s
denture)
Penuh (full denture)
8 Lainnya 9 28 11 173 259 37 517
9 Rujuk 41 202 40 89 118 95 238 29 259 180 1291
Total 9965

Sumber : Rekomendasi Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi dalam Sistem Jaminan

Ket:

tenaga kesehatan gigi tahun 2014 adalah tindakan premedikasi/ pemberian obat dan
tindakan yang paling sedikit diberikan adalah tambalan komposit. Tindakan
pembuatan protesa gigi sudah mulai dikerjakan oleh tenaga kesehatan gigi sesudah

diberlakukannya kebijakan JKN, karena hal ini menurut BPJS Kesehatan juga

Kesehatan Nasional tahun 2014."

Pl = Puskesmas Ikur Koto

P2 = Puskesmas Pengambiran

P3 = Puskesmas Anak Air

P4 = Puskesmas Pemancungan

P35 = Puskesmas Lapai

Tabel 4.8 menunjukkan tindakan perawatan yang paling banyak dilakukan

P6 = Puskesmas Kuranji
P7 = Puskesmas Nanggalo
P8 = Puskesmas Ambacang
P9 = Puskesmas Seberang Padang

P10=Puskesmas Lubuk Buaya

merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh FKTP.



BAB 5 : PEMBAHASAN

5.1 Komponen yang Mempengaruhi Pelaksanaan JKN
5.1.1 Kebijakan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) di Kota Padang, khususnya di Puskesmas mengacu kepada UU
No.24 tahun 2011, Perpres No.12 tahun 2013, Permenkes No.19 tahun 2014,
Permenkes No.71 tahun 2013 dan Permenkes No.75 tahun 2014. Sedangkan
Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan JKN untuk Kota Padang, yang dirancang
oleh Dinas Kesehatan Kota (DKK) serta Pemerintah Kota (Pemkot), belum selesai
dirampungkan diawal tahun 2014 dan masih dalam tahap penyusunan sampai
pertengahan tahun. Hal ini hampir sama dengan penelitian Dian Ikhwal Musrin, dkk
(2014) yang menyatakan ketidaksiapan stakeholder Kota Makasar dari aspek regulasi
dikarenakan peraturan dari pemerintah daerah belum selesai.”?

Kebijakan adalah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah disuatu wilayah
untuk melakukan tindakan yang dianggap akan berdampak baik bagi kehidupan |
warganya. Menurut Woll (2009) kebijakan atau peraturan adalah sejumlah aktifitas
pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung.”® Kebijakan JKN yag telah ditetapkan sejak awal tahun 2014
diharapkan berdampak baik bagi warga negara Indonesia dan terpenuhinya keadilan
dalam pemerataan kesehatan.

5.1.2 Tenaga Pelaksana
Hasil penelitian di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang menunjukkan

bahwa seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas, khususnya di poliklinik
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gigi, terlibat dalam pelaksanaan JKN. Dokter gigi dan perawat gigi merupakan
tenaga kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan
gigi di puskesmas. Hasil penelitian juga menunjukkan distribusi tenaga kesehatan
gigi yang dianggap sudah baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJS
Kesehatan, yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
memiliki satu orang perawat gigi dan satu orang dokter gigi pada praktek pelayanan
kesehatan gigi.

Tenaga kesehatan gigi yang ada di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang
perlu diberikan pelatihan tentang perealisasian JKN secara berkala dan dengan info
yang terbarukan. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan sharing
informasi kesehatan yang berhubungan dengan JKN. Menurut Hartati (2014)
pelatihan perealisasian JKN hendaknya diikuti oleh seluruh tenaga pelaksana medis
yang ada di puskesmas tersebut, tidak hanya terfokus pada dokter saja.’* Tenaga
kesehatan juga dituntut untuk memahami peraturan terkait kebijakan JKN ini agar
dalam pelaksanaannya memiliki landasan hukum dan dapat memberikan hasil terbaik
bagi masyarakat.

5.1.3 Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sarana dan prasarana yang
ada di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang cukup tersedia, namun belum
lengkap. Hal ini sesuai dengan Permenkes No.84 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus (JUKNIS DAK) Kesehatan Tahun 2015 menyatakan
bahwa penyediaan peralatan kesehatan yang harus dilakukan puskesmas, antara lain:
(1)Poliklinik set, (2)PONED set, (3)Emergensi set, (4)Imunisasi kit, (5)Laboratorium
set, (6)Promkes kit, dan (7)Dental kit. Peralatan yang wajib dilengkapi oleh

poliklinik gigi/ Dental kit meliputi: dental unit, contra angle handpiece, kompressor,
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stabilizer, alat pencabutan dan bedah minor, alat diagnostik, alat sterilisasi, alat
penambalan, ART set, dan periodontal set."’

Pengadaan peralatan kesehatan di poliklinik gigi, khususnya peralatan
penambalan dan periodontal set masih minim. Untuk peralatan penambalan
menggunakan bahan tambal komposit hanya terdapat pada satu puskesmas yang
menjadi sampel penelitian yaitu Puskesmas Pengambiran. Pada Puskesmas ini,
penggunaan bahan tambal komposit dibatasi pemakaiannya untuk kasus tertentu saja,
seperti tambalan gigi anterior yang memerlukan estetik yang baik. Selain itu, bahan
tambal komposit juga lebih banyak digunakan untuk pasien umum (tidak
menggunakan asuransi kesehatan) yang datang berobat ke poliklinik gigi karena
pembayarannya langsung dari pasien dengan nominal sesuai ketetapan dari pihak
Puskesmas. Peserta JKN hanya dilayani dengan penambalan menggunakan bahan
tambal Glass lonomer Cement (GIC). Hal ini disebabkan karena rendahnya
pembayaran kapitasi yang dibayarkan pihak BPJS Kesehatan ke FKTP selaku
pemberi pelayanan kesehatan yang hanya sebanyak Rp 2000,00 setiap peserta per
bulan.

Secara umum bahan tambal yang digunakan di poliklinik gigi puskesmas
Kota Padang adalah bahan tambal GIC Fuji LX. Keuntungan yang didapat dengan
menggunakan bahan tambal tersebut diantaranya hanya memerlukan preparasi
minimal, contohnya penggunaan dengan teknik ART (Atraumatic Restorative
Treatment). ART merupakan bagian dari invasi minimal (tanpa bur) meliputi
komponen restorasi dan pencegahan. Prinsip ART adalah suatu metode restorasi
kavitas sederhana, didahului dengan pembersihan kavitas hanya menggunakan hand

instrument kemudian kavitas direstorasi dengan bahan adhesif.?' Selain itu,
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keuntungan lainnya adalah bahan tambal dapat melepaskan ion fluor sehingga
banyak digunakan untuk restorasi gigi desidui.”’

Peralatan periodontal set khususnya scaler ultrasonik ,belum dapat terpenuhi
pengadaannya disetiap puskesmas. Hal ini disebabkan karena peralatan yang
tersedia dalam kondisi rusak. Dana untuk perbaikan dan atau pengadaannya harus
menunggu anggaran DAK tahun selanjutnya.

Mekanisme pendanaan puskesmas disesuaikan dengan ketetapan yang ada
yakni Perpres No.32 tahun 2014 dan Permenkes No.19 tahun 2014 . Dana kapitasi
langsung dibayarkan BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah melalui
rekening bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Dana Kapitasi ini merupakan
bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diakui sebagai
pendapatan yang dapat digunakan langsung untuk pembayaran pelayanan kesehatan
peserta JKN pada FKTP meskipun aliran dananya tidak melalui rekening BUD.
Peruntukkan dana kapitasi sudah jelas dan diatur sesuai regulasi yang ada, yaitu
maksimal 60% untuk pembayaran jasa pelayan kesehatan dan minimal 40%

pembayaran untuk biaya operasional pelaksanaan kesehatan.

5.2 Pelayanan Kesehatan Gigi
Pelayanan kesehatan gigi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang ter-

cover oleh BPJS dalam era JKN. Pelaksanan pelayanan kesehatan gigi hendaknya
dapat dilakukan sesuai dengan Permenkes No.71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggambarkan
penerapan peraturan tersebut sudah sesuai atau tidak dapat dilihat dari tingkat
kunjungan masyarakat yang datang berobat ke poliklinik gigi, tingkat rujukan ke
fasilitas kesehatan tingkat lanjut, pola penyakit/ kelainan gigi masyarakat yang

datang berobat serta tindakan perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan gigi.
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5.2.1 Tingkat Kunjungan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan

masyarakat yang datang berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang. Hal ini
terlihat dari peningkatan persentase rata-rata utilisasi puskesmas sebesar 2% sesudah
diterapkannya kebijakan JKN. Peningkatan jumlah peserta asuransi kesehatan (JKN)
di poliklinik gigi puskesmas diharapkan dapat terus bertambah dari waktu ke waktu
karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap besaran kapitasi yang diberikan BPJS
Kesehatan kepada puskesmas. Selain itu, pemanfaatan puskesmas diharapkan tidak
hanya tertuju pada golongan menengah kebawah saja tetapi juga dapat merangkul
masyarakat kelas atas dengan pelayanan yang prima tentunya.

Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan persentase utilisasi
dimasing-masing puskesmas. Persentase utilisasi tertinggi sesudah diterapkannya
kebijakan JKN terlihat di Puskesmas Ikur Koto dengan persentase sebanyak 11%
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5%. Hal ini disebabkan karena
terjadinya peningkatan pelayanan di poliklinik gigi Puskesmas Ikur koto seperti
tindakan penambalan, skeling gigi serta konsultasi medik. Namun lain halnya dengan
Puskesmas Kuranji yang mengalami penurunan persentase utilisasi sebanyak 1% dari
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya faktor sarana dan prasarana
yang ada sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih puskesmas lain yang
masilh dalam lingkup satu kecamatan untuk mendapatkan pelayanan. Hersi Magan
dkk (2013) mengatakan adanya hubungan antara sarana dan prasarana dengan
pemanfaatan pelayanan kesehatan dipuskesmas. Hasil lain juga menunjukkan
terjadinya peningkatan jumlah rujukan dari 35 kasus ditahun 2013 menjadi 95 kasus
di poliklinik gigi Puskesmas Kuranji.

Meskipun belum seluruh peserta asuransi kesehatan yang tergabung dalam

JKN, datang ke poliklinik gigi puskesmas untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan
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gigi diharapkan hal ini dapat menjadi acuan untuk puskesmas dalam
mengkampanyekan kesehatan gigi serta memperbaiki pelayanan yang diberikan agar
peran puskesmas selaku FKTP tetap diterima dengan baik oleh masyarakat.

5.2.2 Tingkat Rujukan
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata jumlah

rujukan dari poliklinik gigi Puskesmas Kota Padang sebanyak 2% sesudah
diterapkannya kebijakan JKN. Rujukan paling banyak tahun 2014 terdapat di
Poliklinik Gigi Puskesmas Seberang Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak semua tindakan pelayanan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi di
puskesmas tersebut, contohnya tindakan penambalan. Sedangkan menurut
Permenkes No.71 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
ada tujuh tindakan yang wajib dilakukan oleh FKTP diantaranya konsultasi medis,
premedikasi/ pemberian obat, kegawatdaruratan orodental (devitalisasi pulpa dan
pulp capping), pencabutan gigi (sulung dan permanen tanpa penyulit), tambalan
dengan bahan komposit dan GIC, skeling gigi 1x setahun, dan pembuatan protesa
gigi. Namun untuk kasus yang membutuhkan pelayanan speseialistik/sub spesialistik
diperbolehkan untuk dirujuk ke FKTL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penyakit yang paling banyak
dirujuk karena keterbatasan kompetensi dokter gigi di Poliklinik Gigi Puskesmas
Kota Padang meliputi perawatan saluran akar (PSA) sebanyak 70%, gigi impaksi
5%, dan penyakit periodontal yang membutuhkan perawatan lanjutan 15%.
Sedangkan penyakit yang dirujuk karena keterbatasan sarana dan prasarana antara
lain skeling gigi sebanyak 7 % dan pengadaan protesa 3%.

Hasil penelitian menunjukkan belum seluruh puskesmas menerapkan
Permenkes No.71 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

mengenai pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh FKTP. Selain itu, beberapa
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puskesmas masih belum lengkap dari segi peralatannya. Hal ini hendaknya dapat
menjadi fokus perhatian pimpinan puskesmas dan pihak-pihak terkait agar dapat
mengalokasikan dana untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana di Poliklinik
Gigi Puskesmas Kota Padang.

5.2.3 Pola Penyakit/ Kelainan Gigi
Hasil penelitian menunjukkan jumlah penyakit sebelum dan sesudah

diberlakukannya JKN terjadi peningkatan. Hal ini sebanding dengan peningkatan
jumlah kunjungan masyarakat yang datang berobat ke Poliklinik Gigi Puskesmas
Kota Padang.

Hasil penelitian juga menunjukkan penyakit yang banyak diderita masyarakat
tahun 2013, yaitu penyakit jaringan pulpa dan periapikal (53%); gingivitis dan
penyakit periodontal (16%); serta gangguan perkembangan dan erupsi gigi (12%).
Namun, jika dilihat dari pola penyakitnya masih sama dengan sesudah diterapkannya
kebijakan JKN tahun 2014 yaitu penyakit jaringan pulpa dan periapikal (54%);
gingivitis dan penyakit periodontal (17%); serta gangguan perkembangan dan erupsi
gigi (12%).

Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa penyakit yang berhubungan
dengan keadaan sistemik pasien, seperti infeksi virus Herpes (Herpes Simplex) tidak
terdata secara spesifik. Hal ini dikarenakan pendataan pada rekam medik yang tidak
sesuai pengkodean yang ditetapkan BPJS Kesehatan, sehingga masih terdapat
tindakan yang tidak teridentifikasi penyakitnya. Hal ini menyulitkan dalam proses
peng-coding-an oleh juru rekam medik dan penyebaran pola penyakit tidak terlihat
dengan jelas di poliklinik gigi.

Secara umum, tenaga kesehatan gigi belum sepenuhnya menerapkan sistem
pengkodean sesuai standar International Classification of Diseases to Dentistry and

Stomatology (ICD-DA) dalam penulisan rekam medik. Hasil penelitian juga
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menunjukkan hanya satu puskesmas, yaitu Puskesmas Lapai, yang menerapkan
pengkodean rekam medik sesuai ketentuan yang ada.

5.2.4 Pola Tindakan Perawatan
Hasil penelitian menunjukkan tindakan perawatan yang banyak dilakukan

tenaga kesehatan gigi berupa premedikasi dan tindakan pencabutan gigi. Hasil
penelitian juga menunjukkan pola tindakan perawatan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan gigi belum sesuai dengan ketetapan Permenkes No.71 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Tenaga kesehatan gigi juga belum memahami peraturan Panduan Praktik
Klinis Bagi Dokter Gigi yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam
Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang penyakit-penyakit
harus ditangani dokter gigi di FKTP dan FKTL,” serta Panduan Pelayanan
Kesehatan Gigi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan tentang tindakan apa saja
yang wajib dikerjakan oleh FKTP. Hal ini terlihat dari tindakan perawatan yang
belum dikerjakan oleh tenaga kesehatan gigi secara menyeluruh, seperti : tindakan
kegawatdaruratan orodental, tumpatan komposit, skeling gigi yang dibatasi 1x
setahun serta pembuatan protesa gigi.

Tindakan perawatan gigi berupa scaling/pembersihan karang gigi dengan
melibatkan seluruh permukaan rahang atas dan atau rahang bawah, masih banyak
puskesmas yang merujuk ke FKTL. Padahal dalam ketetapan BPJS Kesehatan hal
tersebut harus dilakukan sekali setahun di FKTP walaupun tanpa indikasi penyakit
periodontal. Hal ini jelas terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan angka
skeling gigi yang dilakukan di Puskesmas Pengambiran terdata pada tahun 2013
sebanyak 133 tindakan, sedangkan pada tahun 2014 hanya 60 tindakan. Penurunan
jumlah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan gigi seiring perubahan

kebijakan yang berlaku. Sebelum penerapan kebijakan JKN, skeling gigi dibayarkan
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langsung oleh pasien (out of pocket). Sedangkan sesudah penerapan JKN, tindakan
skeling ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pembayaran kapitasi untuk perawatan gigi
yang dianggap rendah yakni Rp 2000,00 setiap peserta JXN per-bulannya, sehingga
tindakan ini tidak sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga kesehatan gigi. Sebagian besar
poliklinik gigi Puskesmas Kota Padang hanya melakukan tindakan skeling dengan
indikasi adanya penyakit periodontal yang melatarbelakangi masyarakat untuk
datang berobat. Jika hal ini tetap dibiarkan akan menimbulkan paradigma berbeda
bagi tenaga kesehatan dalam menangani suatu kasus penyakit. Sosialisasi mengenai
tindakan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi pada
FKTP sangat diharapkan dari pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kota dan pihak-pihak
lain yang terlibat.

Hasil penelitian juga menunjukkan jumlah tindakan perawatan yang
diberikan tenaga kesehatan gigi tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang datang
berobat ke poliklinik gigi. Jumlah pasien yang datang berobat ke Poliklinik Gigi
Puskesmas Kota Padang tahun 2014 terdata sebanyak 10.445 orang tetapi yang
mendapatkan pelayanan hanya 9.965 orang. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena
setiap peserta asuransi kesehatan JKN wajib di-cover kesehatan giginya oleh FKTP
selaku pemberi pelayanan kesehatan.

Tindakan perawatan gigi yang paling banyak diberikan di Poliklinik Gigi
Puskesmas Kota Padang tahun 2013 adalah premedikasi/ pemberian obat (52%);
pencabutan gigi sulung (15%); dan pencabutan gigi permanen tanpa penyulit (13%).
Sedangkan tindakan yang paling dilakukan pada tahun 2014 adalah premedikasi/
pemberian obat (46%); pencabutan gigi permanen tanpa penyulit (14%); dan
pencabutan gigi sulung (13%). Tindakan perawatan yang sama sekali tidak

dilakukan di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang adalah tindakan
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kegawatdaruratan orodental meliputi devitalisasi pulpa dan pulp capping. Tindakan
ini umumnya dirujuk ke FKTL karena keterbatasan alat dan bahan.

Tindakan lainnya yang terdata di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang
adalah tindakan penambalan/ restorasi gigi. Pada tahun 2013 terdata sebanyak 1 %
dan tahun 2014 sebanyak 4% dari seluruh tindakan perawatan yang diberikan tenaga
kesehatan gigi . Sedangkan rasio tambal cabut di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota
Padang pada tahun 2013 yaitu 1:10 dan pada tahun 2014 terjadi perubahan menjadi
1:4. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan tindakan perawatan khususnya
penambalan yang diberikan oleh tenaga kesehatan gigi. Tindakan ini diharapkan
dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan gigi di Poliklinik Gigi
Puskesmas Kota Padang agar target dari Depkes RI untuk rasio tambal cabut 1:1
masyarakat Indonesia dapat tercapai.

Bahan yang digunakan untuk tindakan penambalan umumnya menggunakan
bahan tambal GIC. Sedangkan penggunaan bahan tambal komposit masih sangat
minim, hanya satu puskesmas yang menggunakan bahan tambal tersebut dan hal itu
juga dibatasi untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan estetik yang baik.

Tindakan perawatan berupa pengadaan protesa juga masih sangat minim.
Hasil penelitian menunjukkan hanya satu puskesmas yang menerapkannya, yakni
Puskesmas Lapai. Keterbatasan peralatan dan ketidaktahuan beberapa tenaga
kesehatan gigi mengenai peraturan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan
tidak semua puskesmas melakukannya. Padahal pembuatan protesa ini sangat
disarankan bagi pasien yang telah melakukan pencabutan gigi. Hal ini nantinya akan
berdampak pada terganggunya fungsi mastikasi, fungsi pengucapan dan estetik

wajah karena kehilangan gigi geligi.
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BAB 6 : PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Poliklinik Gigi

Puskesmas kota Padang dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kunjungan masyarakat yang datang berobat menggunakan asuransi
kesehatan dalam mendapatkan pelayanan di Poliklinik Gigi Puskesmas Kota
Padang terjadi peningkatan sesudah diterapkannya kebijakan JKN sebanyak
2%.

2. Masyarakat dengan keluhan penyakit/kelainan gigi yang datang berobat ke
Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 paling banyak adalah
penyakit jaringan pulpa dan periapikal (53%); gingivitis dan penyakit
periodontal (16%); serta gangguan perkembangan dan erupsi gigi (12%).
Sedangkan masyarakat yang datang dengan keluhan penyakit/kelainan gigi
sesudah diterapkannya kebijakan JKN tahun 2014 paling banyak yaitu
penyakit jaringan pulpa dan periapikal (54%); gingivitis dan penyakit
periodontal (17%); serta gangguan perkembangan dan erupsi gigi (12%).
Maka pola penyakit/kelainan gigi masyarakat yang datang berobat ke
poliklinik gigi Puskesmas Kota Padang sama sebelum dan sesudah
diterapkannya kebijakan JKN.

3. Tindakan perawatan yang paling banyak dilakukan tenaga medis gigi di
Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang tahun 2013 adalah premedikasi/
pemberian obat (52%); pencabutan gigi sulung (15%); dan pencabutan gigi
permanen tanpa penyulit (13%). Sedangkan tindakan perawatan yang paling

banyak dilakukan sesudah diterapkannya kebijakan JKN tahun 2014 yaitu
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premedikasi/ pemberian obat (46%); pencabutan gigi permanen tanpa
penyulit (14%); dan pencabutan gigi sulung (13%). Maka pola tindakan
perawatan yang dilakukan tenaga medis gigi tidak sama sebelum dan sesudah

diterapkannya kebijakan JKN.

4. Tingkat rujukan dari Poliklinik Gigi Puskesmas Kota Padang terjadi

peningkatan sesudah diterapkannya kebijakan JKN sebanyak 2%.

6.2 Saran

yaitu:

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran,

. Diharapkan adanya pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan sarana

dan prasarana di Poliklinik Gigi Puskesmas kota Padang yang belum lengkap

guna memaksimalkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

. Diharapkan adanya sosialisasi kepada tenaga kesehatan gigi mengenai

tindakan perawatan yang wajib diberikan kepada masyarakat dari pihak BPJS

Kesehatan.

. Diharapkan adanya sosialisasi mengenai sistem pengkodean penyakit dalam

penulisan rekam medik kepada tenaga kesehatan gigi sesuai standar yang

terbaru.

. Diharapkan adanya sosialisasi tentang jenis penyakit yang harus ditangani

oleh dokter gigi difasilitas kesehatan tingkat pertama oleh PDGI, Dinas

Kesehatan Kota dan pihak terkait lainnya.

. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan

kesehatan gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan sehingga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kesehatan giginya.
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6. Diharapkan adanya evaluasi dari pihak BPJS Kesehatan untuk menilai
kinerja FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi khususnya, sesuai
peraturan yang berlaku.

7. Penelitian ini dilakukan pada tahun pertama penerapan kebijakan JKN yang
masih terdapat ketidaksiapan dari pemberi pelayanan, maka diharapkan
penelitian lanjutan guna melihat perubahan pelayanan kesehatan gigi yang

terjadi pasca diberlakukannya kebijakan ini.
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Keadaan Poliklinik Gigi di beberapa Puskesmas Kota Padang
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Kunjungan 698 1334 620 644 660 716 1329 1588 940 1916 10445
Rujukan 41 202 40 89 118 95 238 29 259 180 1291
Penyakit 1 118 104 108 115 84 119 170 190 75 119 1202
p. 5 o 2 2 2 15 9 8 8 53

3 86 69 15 9 64 38 76 81 54 165 657

4 19 1 6 A 1 1 8 6 46

S 391 616 328 456 331 284 445 1027 621 081 5480

6] 89 179 123 48 112 182 514 154 52 236 1689

7 3 2 7 8 14 13 47

8l 5 2 7 1 4 17 36

9 1 1 2

10 1 1

11 1 1

12 1 1 1 3

13} 5 8 26 3 4 1 9 22 5 6 89

14 9 3 2 4 14

15 1 1 I 3

16 139 22 20 56 71 67 124 344 843

Tindakan 1 26 133 1 21 19 11 57 45 75 388
P 249 505 197 351 367 363 590 805 430 736 4593

3 0

4 0

5 102 151 112 134 69 125 169 178 77 213 1330

6 92 105 266 72 26 91 121 161 124 328 1386

7 1 1

8 61 38 27 5 2 69 84 73 359

9 30 60 4 1 95

10 5 5

11 0

12 9 28 11 173 259 37 517
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DAFTAR PENYAKIT GIGI DAN MULUT

Sesuai dengan kompetensinya, dokter gigi harus mampu memberikan pelayanan terhadap penyakit gigi dan mulut yaitu:

" ICD DA 3rd EDITION/ICD Version for 2010/1CD 10 CM 2013

1. A69 | Infeksi spiroketal lainnya AB9.1 Infeksi Vincent lainnya | A69.10 | Gingivitis ulseratif 1. | ANUG
Other spirochaetal infection Other Vincent's nekrotikan akut
infection Necrotizing ulcerative
{acute) gingiviti:
2. BOOQ | Infeksi virus herpes {herpes B00.1 Dermatitis virus B00.11 Herpes simplex labialis | 2. | Recurrent herpes labialis
simplex) herpes vesikular
Herpesviral (herpes simplex) Herpesviral vesicular
tnfection dermatitis
3. B00.2 Gingivostomatitis dan B00.2X Gingivostomatitis virus 3. | Pnmary Herpetic
faringotonsilitis virus herpes Gingivostomatitis
4, herpes Herpesviral 4. | Recurrent Intra Oral
Herpesviral gingivostomatitis Herpes [Stomatitis
gingivostomatitis and Herpetika
pharyngotonsilitis
5. B08 | Infeksi virus dengan lesi pada B08.4 Stomatitis vesikular Hand, foot, mouth 5. | Hand, foot and mouth
kulit dan selaput lendir, lainnya enterovirus dengan disease disease (flu Singapura)
Other viral infection characterized ruam
by skin and mucous membrane Enterowiral vesicular
lesions, not elsewhere classified stomatitis with
exanthem
6. B26 | Gondong B26.9 Gondong tanpa B26.9X Manifestasi di mulut 6 Mumps (gondongan)
M (Parotitis Epidemika) komplikasi Oral manifestation

a9

. ICDDA3rd EDITION/ICD Version for 2010/ICD 10CM 2013

Mumps without other

complication
7. B37 | Kandidiasis B37.0 Kandida stomatitis B37.00 Kandida stomatitis T Kandidiasis
Candidiasis Candidal stomatitis pseudomembran akut pscudomembrano akut
Acute
pseudomembranous
candidal stornatitis
8. B37.03 Kandida stomatitis 8 Kandidiasis Eritematous
eritema (atrofik) kronik Kronik (Denture
Chronic erythematous Stomatitis/ Candida-
(atrophic) candidal associated denture
stomatitis stomatitis)
Stomatitis gigi tiruan
yang disebabkan oleh
infeksi kandida
Denture stomatitis due to
candidal infection
9. KO0 | Gangguan perkembangan dan K00.6 Gangguan erupsi gigi K00.63 Gigi sulung tidak 9 Persistensi gigi sulung
erupsi gigi Disturbances in tooth tanggal (persistensi)
Disorders of tooth develompment eruption Retained (persistent)
and eruption pnmary tooth
10. K01 | Gigi terbenam dan gigi impaksi KO1.1 Gigi impaksi Ko0l1.16 Molar rahang atas 10 | Impaksi M3 klasifikasi 1A
3% Embedded and impacted teeth Impacted teeth Maxillary molar
b | K01.17 Molar bawah
Mandibular molar
12. K02 | Karies gigi K02.3 Karies terhenti 11 | Arrested caries
Dental caries Arrested canies
13. K02.5 Karies gigi pada KD2.51 Karies gigi pada 12 | Demineralisasi
ICD10C permukaan pit dan permukaan pit dan Permukaan




-10-

\._NO - g I_C[! Qé.\"h‘ﬂ EDITION/ICD Version for 2010/ICD 10 CM 2013 PPK =
M 2013 fissure fissure terbatas pada Halus/Aproksimal Karies
Dental caries on pit and lapisan email dini / lesi putih / karies
fissure surface Dental caries on pit and email tanpa kavitas
fissure surface limited to
enamel
14. K02.52 Karies gigi pada 13 | Karies mencapai dentin
| permukaan pit dan
[fissure mencapai lapisan
dentin
Dental caries on pit and
fissure surface
penetrating into dentin
15. K02.6 Karies gigi pada K02.61 Karies gigi pada Demineralisasi
ICD10C | permukaan halus permukaan halus Permukaan
M 2013 Dental caries on smooth terbatas pada lapisan Halus/Aproksimal Karies
surface email dini / lesi putih / kanies
Dental caries on smooth email tanpa kavitas
ace limited to enamel
16. K02.62 Karies gigi pada Karies mencapai dentin
permukaan halus
mencapai dentin
Dental caries on smooth
surface penetrating into
dentin
17. K02.8 Karies gigi, lainnya, ydt 14 | Karies Mencapai Pulpa
Other i dental Vital Gigi Sulung
1=
/ICD Version for 2010/1CD 10 CM 2013 o
caries
18. KO3 | Penyakit jaringan keras gigi K03.0 Atrisi gigi berlebihan 15 | Atrisi, Abrasi, Erosi
lainnya Other disease of Excessive attrition of
hard tissues of teeth teeth
19. K03.1 Abrasi gigi
Abrasion of teeth
20. K03.2 Erosi gigi
Erosion of teeth
21. K03.6 Endapan (akresi) pada 16 | Oral Hygiene Buruk
gigi Deposits
(accretions) on teeth
22. K03.7 Perubahan warna pada 17 | Perubahan Warna
jaringan keras gigi Mahkota Eksterna
pasca erupsi
Posteruptive color
changes of dental hard
tissues
23. K03.8 Penyakit jaringan K03.80 Sensitive dentin 18 | Dentin hipersensitif
keras gigi, lainnya ydt
Other specified
diseases of hard l ‘
tissues of teeth 1
24. K04 | Penyakit jaringan pulpa dan K04.0 Pulpitis K04.00 Awal (hiperemi) | 19 | Hyperemia Pulpa Gigi
] periapikal Initiai (hyperaemia) Tetap Muda
25. Diseases of pulp and periapical K04.01 Acute 20 | Iritasi Pulpa Gigi Tetap
A fissues Muda
26. Irreversible pulpitis 21 | Pulpitis irreversibel (Akar
tunggal, akar jamak yang




F5.

NO. QXN;’;CD Version for 2010/I1CD 10 CM 2013 PPK
lurus dengan sudut
pandang kerja pada
orifice tidak terhalang)
27 Reversible pulpitis 22 | Pulpitis reversibel /
Pulpitis awal / Pulpa
Pada gigi sulung atau gigi
permanen, pasien dewasa
| muda
28. KO4.1 Nekrosis pulpa 23 | Nekrosis pulpa
Necrosis of pulp
29, K04.6 Abses periapikal 24 | Abses Periapikal
dengan sinus
Periapical abeess with
sinus
30. K04.7 Abses periapikal tanpa
sinus
Perigpical abcess
without sinus
31. K05 | Gingivitis dan penyakit | KO5.0 Gingivitis akut K05.00 Gingivitis akut akibat 25 | Gingivitis akut akibat
periodontal Gingivitis and Acute gingivitis ICD10CM | plak Plak Mikrobial
periodontal disease Acute gingivitis, plague
induced
32. K05.2 Periodontitis agresif K05.21 Aggressive periodontitis, | 26 | Abses Periodontal
Aggressive periodontitis localized/ periodontal
abcess
33. K05.3 Periodontitis kronik K05.30 Simplex 27 | Periodontitis Kronis
Chronic periodontitis dengan kehilangan
jaringan periodontal
ringan - sedang
13-

VAnomnli dentofasial

=

Dentofacial anomalies

A

e 2010HBDI0OMR0NY 5 4,

Anomali hubungan
antar lengkung gigi
Anomalies of dental
arch relationship

Distoklusi
Disto-occlusion

36.

aT.

38.

39.

40.

K07.21

Mesioklusi

Mesu I

K07.22

Jarak gigit berlebih
(tumpang gigit
horizontal)
overjetExcessive overjet
(horizontal overbite)

K07.23

Tumpang gigit berlebih
(tumpang gigit vertikal)
overbite Excessive
overbite (vertical
overbite)

K07.25

Gigitan terbuka
Openbite

K07.26

Gigitan bersilang depan, |

belakang
Crossbite fanterior,
postenor)

|

K07.27

Oklusi lingual gigi
posterior rahang bawah
Postenor lingual
occlusion of mandibular
teeth

|

41.

K07.3

Anomali letak gigi
Anomalies of tooth

29

Anomali letak gigi karena
kehilangan prematur gigi
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CD Version for 2010/ICD 10 CM 2013

PPK

position

sulung

K07.5

Kelainan fungsi
dentofasial
Dentofacial functional
abnormalities

43.

44,

K07.51

Maloklusi akibat 30
kelainan menelan
Malocciusion due to
abnormal swallowing

KO7.54

Maloklusi akibat
kelainan menelan | ‘
Malocclusion due to

K07.55

| tongue, lip or finger

mouth breathing
Maloklusi akibat |
kebiasaan buruk lidah,

bibir atau jari tangan
Malocclusion due to

habits

Kelainan Fungsi
Dentofasial

45.

K08

Gangguan gigi dan jaringan
pendukung lainnya

Other disorders of teeth and
supporting structures

K08.1
IcDl1oC

Seluruh gigi tanggal
Complete loss of teeth

K08.10

Seluruh gigi tanggal 31
tanpa penycbab spesifik
Complete loss of teeth,

K08.11

unspecified cause
Seluruh gigi tanggal
akibat trauma
Complete loss of teeth,

due to trauma

K08.12

Seluruh gigi tanggal
akibat penyakit
periodontal

Complete loss of teeth

due to periodontal

Kelainan fungsi sistem
stomatognatik akibat
kehilangan semua gigi
asli, tetapi tulang alveolar
masih baik

IcblocM2013 |

19.

50.

e
—

52.

disease

K08.13

Seluruh gigi tanggal
akibat karies
Compilete loss of teeth
due to canes

K08.3

Akar gigi tertinggal
Retained dental root

32

Akar Gigi Tertinggal

K08.4
icD1oC
M

Sebagian gigi tanggal
Partial loss of teeth

K08.40

Sebagian gigi tanggal 33
tanpa penyebab spesifik
Partial loss of teeth,

unspecified cause

K08.41

Scbagian gigi tanggal
akibat trauma

Parnial loss of teeth due
to trauma

K08.42

Sebagian gigi tanggal
akibat penyakit
periodontal

Partial loss of teeth due
to penodontal diseases

K08.43

Sebagian gigi tanggal
akibat karies

Partial loss of teeth due
to canes

Kelainan fungsi system
stomatognatik akibat
kehilangan satu atau
beberapa gigi asli

K12

Stomatitis dan lesi-lesi yang
berhubungan
St titis and related lesions

K12.0

Afte mulut rekuren
Recurrent oral aphthae

K12.00

Afte {minor) kambuhan 34
Recurrent aphthous ulcer

Stomatitis Aphtosa
recurent

K12.04

Luka traumatik 35

Ulkus traumatik
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tanpa mengenai pulpa
Fracture of erown of
tooth without pulpal
invol;

i 4i51CB DA 3rd EDITIGN/ICDIVEIOR fopi2010/1CD 10 CM 2013 PPK
| Traumatic ulcer
56. K13 | Penyakit bibir dan mukosa K13.0 Penyakit bibir dan Angular cheilitis 36 | Cheilius angularis
mulut lainnya mukosa mulut lainnya
Other diseases of lip and oral Diseases of lips
mucosa
57. L51 Eritena multiforme L51.0 Eritema multiforme L.51.0X " Manifestasi di mulut 37 | Eritemna multiformis
Erythema multiforme non bulosa | |
58. L51.1 Eritema multiforme L51.1X Manifestasi di mulut
bulosa
59. R51 | Sakit kepala ICD10 Sakit kepala ytt 38 | Nyeri orofasial
Headache CM Facial pain no
otherwise i
60. S02 | Fraktur tengkorak dan tulang S02.5 Fraktur gigi $02.50 Fraktur email gigi saja 39 | Fraktur Mahkota Gigi
muka Fracture of skull Fracture of tooth Fracture of enamel of yang Tidak Merusak
and facial bones tooth only Pulpa
502.51 Fraktur mahkota gigi
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Katla renganlal

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPSS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014,

BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk  untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemenntah.

Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakehoider terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperfukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu

@ BRISKesehatan
Bl Beeecrigaca

pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memeriukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional,

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat
akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya
masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya
serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik
dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan
praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan
dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut
situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi
terbaru.

/‘mekmruum BPIS xesehmn(’

panduar prakts | Pelayanan Gigi &mem )
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Pelayanan Kedokteran Gigi Primer adalah suatu
pelayanan kesehatan dasar paripurna dalam bidang

) Prinsip Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bertujuan untuk
L Pemberi Pelayanan meningkatkan status kesehatan gigi dan mulut setiap
v Pelayanan Gigi individu dalam keluarga binaannya. (Panduan Dokter Gigi

Pelayanan Protesa Gigi/Gigi Faskes Primer, Direktorat BUK Dasar Kemenkes R, 2013)

Palsu

Pelayanan Gigi Yang Tidak I Prinsip Pelaya

Pemt Prinsip pelayanan kedokteran gigi primer adalah

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Kontak ™

A panduan prakiis | Pelayan i & Prothesa Gigh NQS

o)

@ BPRJS Kesenhatai
Basan Pury gt e Sous

06y pancn ookt | Pelayanan Gigi 8 Prothesa Gigi -~

Penjelasan :

1. Kontak pertama/first contact
Dokter gigi sebagai pemberi pelayanan yang
pertama kali ditemui oleh Pasien dalam masalah
kesehatan gigi dan mulut *

2. layanan bersifat pribadijpersonal care
Adanya hubungan yang baik dengan pasien dan
seluruh keluarganya member peluang Dokter Gigi
Keluarga untuk memahami masalah pasien secara
lebih luas.

3. Pelayanan paripurna/comprehensive
Dengan cara memberikan pelayanan menyeluruh
dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit 5. Pelayanan berkesinambungan/continous care
(preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan Prinsip ini melandasi hubungan jangka panjang
(rehabilitative) sesuai kebutuhan pasien. Dengan antara Dokter Gigi dan pasien dengan pelayanan
demikian pelayanan kesehatan gigi keluarga kesehatan gigi dan mulut yang berkesinambungan
berorientasi pada paradigma sehat. dalam beberapa tahap kehidupan pasien.
4. Paradigma sehat 6. Koordinasi dan kolaborasi

Dokter Gigi mampu mendorong masyarakat Dalam upaya mengatasi masalah pasiennya,
untuk bersikap mandin dalam menjaga kesehatan Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
mereka sendin. periu berkonsultasi dengan disiplin lain, merujuk ke

2 darman Sevr

BRISKesehatan S ‘s - pinchian praiis | Pelavanan Gigi& Prithesa Gigi s
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spesialis dan memberikan informasi yang sejelas- IV Pelayanan Gigi
elasnya kepada pasien E
7. Family and community oriented A. Cakupan Pelayanan
Dalam mengatasi masalah pasiennya, Dokter 1. administrasi  pelayanan, meliput  biaya
Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama administrasi  pendaftaran peserta  untuk
mempertimbangkan kondisi pasien terhadap berobat, penyediaan dan pemberan surat
keluarga tanpa mengesampingkan pengaruh rujukan ke faskes lanjutan untuk penyakit yang
lingkungan social dan budaya setempat tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama
2 pemeriksaan, pengobatan, dan konsultas
111 Pamheri Pelavana medis
3. premedikasi
Peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan gigi 4 kegawardaruratan oro-dental
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun di 5. pencabutan gigi sulung (topikal, infittras)
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama 6. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
dengan BPJS Kesehatan. 7.. ohat piste ekl
o 8. tumpatan komposit/GIC
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - 0 ing ol (1x dalem setabwn)

1. Dokter Gigi di Puskesmas; atau

2. Dokter Gigi di Klinik; atau

3. Dokter Gigi Praktek Mandiri/Perorangan
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan:
1. Dokter Gigi SpesialiwSub Spesialis

{6} BPIS Kesehatan shan Gioi & Prothess Gigi -3 08
B 1am Pl e o e s > .

10 parchian praktis | Pélavanar Gig) & Prothesa Gigi

@ BPJSKesehatan
et - R

B. Prosedur b) Peserta mendapatkan pelayanan gigi
1. Pendaftaran di Dokter Gigi yang menjadi jejaring
Puskesmas/klinik
P ¢) Tidak ada pendaftaran peserta ke Dokter
5 = Gigi lain.
PP J—— 2. Jika peserta memilih terdaftar di Dokter Praktek
d L EET Perorangan (Dokter Umum) sebagai Fasilitas
5= ‘g Kesehatan Tingkat Pertamanya, maka:
"""" > R @) Peserta dapat mendaftar ke Dokter Gig:
i Lo e Praktek Mandir/Perorangan sesuai pilihan
BPUS Kesshatan ~ dengan mengisi Daftar Isian Peserta (DIP)
.y, W yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
e b) Pelayanan gigi kepada peserta diberikan
Sav oleh Dokter Gigi sesuai pilihan Peserta.

<) Penggantian Fasilitas Kesehatan Dokter Gigi
diperbolehkan minimal setelah terdaftar 3
Penjelasan : (tiga) bulan di Fasilitas Kesehatan tersebut.
1. Jika peserta memilih terdaftar di Puskesmas/
Klinik sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertamanya, maka:
a) Puskesmas/Klinik  wajib  menyediakan
jejaring (Dokter Gigi/LatvBidan dan sarana
penunjang lain)

@ BPJSKesehatan

Bartan P g o B
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i Gt emmerggen v o

2. Pelayanan b) Peserta menunjukkan kartu identitas BPJS
1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kesehatan (proses administrasi).
c) Fasilitas Kesehatan melakukan pengecekan
keabsahan kartu peserta.
i d) Fasiitas Kesehatan melakukan pemeriksaan
——— = = kesehatar/pemberian tindakan/pengobatan.
. = i = e) Setelah mendapatkan pelayanan peserta
! Ry \ menandatangani bukti pelayanan pada lembar
— — _—— yang disediakan oleh Fasilitas Kesehatan.

f) Bila diperfukan atas indikasi medis peserta akan

’ G = @ ) Rujukan kasus gigi dapat dilakukan jika atas

e ot indikasi medis memerlukan pemeriksaan/
B e g b tindakan spesialis/sub  spesialis.  Rujukan
tersebut hanya dapat dilakukan oleh Dokter
Note gambar s hanya Rustras Gigi, kecuali PuskesmawKlinik yang tdak
memiliki Dokter Gigi.
Penjelasan :

a) Peserta datang ke Puskesmas/Klinik atau ke
Dokter Gigi Praktek MandirVPerorangan sesuai

@ EEIS Kes?j‘_?}ﬁ‘_" panduah prakiss | Pelayagan Gigi & Prothesa Gig 8 13#

14y banduan prakis | Pelayanari Gigi & Prothesa Gigi O] passeham

2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat dengan memperiihatkan identitas dan surat
Lanjutan rujukan

c) Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab
untuk melakukan pengecekan keabsahan
kartu dan surat rujukan serta melakukan
input data ke dalam aplikasi Surat Elijibilitas
Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan
SEP

d) SEP akan dilegalisasi oleh Petugas BPJS
Kesehatan di Rumah Sakit.

e) Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan

; -~ berupa pemeriksaan dan/atau perawatan

T e dar/atau pemnberian tindakan dan/atau

- obat dan/atau Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP).
PR g e f) Setelah mendapatkan pelayanan, Peserta
menandatangani bukti pelayanan pada
Penjelasan : lembar yang disediakan oleh masing-masing
a) Peserta membawa identitas BPIS Kesehatan Fasilitas Kesehatan.
serta surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

b) Peserta melakukan pendaftaran ke RS

@ E!_F;JSKesehatan

2 o S




1 Protesa Gigi/Gign

A. Cakupan Pelayanan

1. Protesa gig¥gigi palsu merupakan pelayanan
tambaharvsuplemen dengan limitasi/plafory
pembatasan yang diberikan kepada peserta
BPJS Kesehatan

2 Pelayanan Protesa gigi/gigi palsu dapat diberikan
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

3. Protesa gigigigi palsu diberikan kepada Peserta
BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai
dengan indikasi medis dan atas rekomendasi
dan Dokter Gigi.

4. Tarif maksimal penggantian prothesa gigi
adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan
ketentuan sebagai berikut:

@ BPJSKesehatan
Baten Peweenggs e Sows

1. Prosedur pelayanan dapat dilihat pada bab IV.
Pelayanan gigi poin B.2. Prosedur Pelayanan
halaman 10.

2. Bila diperiukan atas indikasi medis peserta akan
memperoleh resep protesa gigi‘gigi palsu yang
mencantumkan jumlah dan lokasi gigi.

3. Protesa gigi/gigi palsu dapat diperoleh dari :

a. Dokter Gigi praktek mandiri/perorangan,

b. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan
dokter gigi dan/atau jejaring dokter gigi;

c. Klinik yang memiliki tenaga kesehatan dar/
atau jejaring dokter gigi, atau

d. Rumah Sakit,

4. Peserta menandatangani bukti tanda terima,
setelah mendapatkan protesa gigi/gigi palsu

5. Protesa gigVgigi palsu dapat diberikan kembali
paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi
medis untuk gigi yang sama.

@ BPJSKesehatan
i et i S

"r} BPJS Kesehatan

- b g A s

Tariff untuk masing-masing rahang maksimal
Rp. 500.000,-

Rincian per rahang

- 1 sampai dengan 8 gigi - Rp. 250.000,-
- 9 sampai dengan 16 gigi - Rp. 500.000,-
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@ BPJS Kesehatan
et BT g e S

in Gigi Yang Tidak

1. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan
yang berlaku;

2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas

Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri,

pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
pelayanan meratakan gigi (ortodonsi),

. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan

dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang
diberikan

oo w

VIl Pe

ayaran

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran ke Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama melalui pola pembayaran
kapitasi dengan ketentuan sebagai berikut

a) Dokter Gigi Praktek Mandiri/Perorangan dibayarkan

pandian prakas | Pelayanan Gigi & Prothiesa Gigi w19
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langsung ke Dokter Gigi berdasarkan jumlah
peserta terdaftar

Dokter Gigi di Klinik/Puskesmas tidak dibayarkan
langsung ke Dokter Gigi yang menjadi jejaring
melainkan melalui  Klinik /Puskesmas sebagai
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamanya.

. Apakah masih ada klaim perorangan untuk
protesa gigi?

Jawab : Tidak ada. Sesuai dengan Permenkes No
71 Tahun 2013 pasal 27 bahwa “Alat Kesehatan
yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case
Based Groups (INA-CBG's) dibayar dengan
klaim tersendin®. Klaim dilakukan oleh Fasilitas
Kesehatan pemberi resep, jadi bukan dilakukan
oleh peserta.

Apabila saya sebagai peserta memilih
Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan

i
i

ym IR R
3 ueeyasay Srde @

= BPISKesehatan
& BRI

Tingkat Pertama, namun di Puskesmas
tersebut tidak tersedia Dokter Gigi. Apakah
saya bisa memilih Dokter Gigi Praktek Mandiri
juga?

Jawab : Tidak bisa. Sesuai Permenkes No. 71
Tahun 2013 pasal 3 ayat (3) bahwa “Dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak memiiki
sarana penunjang wajib membangun jejaring
dengan sarana penunjang”.

. Terkait pertanyaan nomor 2, jika saya

memeriukan pemeriksaan gigi, saya harus
kemana?

Jawab : Puskesmas / Klinik wajib menyediakan
jejaring Dokter Gigi. Jika dalam kondisi tertentu,
Puskesmas/Klinik tidak memiliki jejaring, maka
pelayanan gigi dirujuk ke Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan.
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CHAPTER XI

Diseases

of the digestive system

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Excludes: embedded and impacted teeth (K01.-)
K00.0 Anodontia

K00.00
K00.01
K00.09

Partial anodontia [hypodontia] [oligodontia]
Total anodontia
Anodontia, unspecified

K00.1 Supernumerary teeth

Includes:
Excludes:
K00.10

K00.11
K00.12

K00.19

supplementary teeth

impacted supernumerary teeth (K01.18)
Incisor and canine regions
Mesiodens

Premolar region

Molar region

Distomolar

Fourth molar

Paramolar

Supernumerary teeth, unspecified

K00.2 Abnormalities of size and form of teeth

K00.20
K00.21
K00.22
K00.23

K00.24

K00.25

Macrodontia

Microdontia

Concrescence

Fusion and gemination

Schizodontia

Synodontia

Dens evaginatus [occlusal tuberculum]

Excludes: tuberculum Carabelli, which is regarded as a
normal variation and should not be coded

Dens invaginatus ["'dens in dente'"] [dilated

odontoma] and incisor anomalies

Palatal groove

Peg-shaped [conical] incisors

Shovel-shaped incisors

T-shaped incisors
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K00.26 Premolarization
K00.27 Abnormal tubercula and enamel pearls
[enameloma]
Excludes: dens evaginatus [occlusal tuberculum] (K00.24)
tuberculum Carabelli, which is regarded as a
normal variation and should not be coded
K00.28 Taurodontism
K00.29 Other and unspecified abnormalities of size and
form of teeth

K00.3 Mottled teeth

Frgledar: dgnogi & i Lon te=th [}




DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

K00.58 Other hereditary disturbances in tooth structure
Dentinal dysplasia
Shell teeth

K00.59 Hereditary disturbances in tooth structure,
unspecified

K00.6 Disturbances In tooth eruption

K00.60 Natal teeth

K00.61 Neonatal teeth

K00.62 Premature eruption [dentia praecox]

K00.63 Retained [persistent] primary [deciduous] teeth

K00.64 Late eruption

K00.65 Premature shedding of primary [deciduous] teeth
Excludes: exfoliation of teeth (attributable to disease

of surrounding tissues) (K08.0X)
K00.68 Other specified disturbances in tooth eruption
K00.69 Disturbance in tooth eruption, unspecified

K00.7 Teething syndrome

K00.8 Other disorders of tooth development

Includes: intrinsic staining of teeth NOS

Excludes: discolorations of local origin (K03.6, K03.7)

K00.80 Colour changes during tooth formation due to
blood type incompatibility

K00.81 Colour changes during tooth formation due to
malformation of biliary system

K00.82 Colour changes during tooth formation due to
porphyria

K00.83 Colour changes during tooth formation due to
tetracyclines

K00.88 Other specified disorders of tooth development

K00.9 Disorders of tooth development, unspecified

({8 Embedded and impacted teeth

Excludes: embedded and impacted teeth with abnormal position of
such teeth or adjacent teeth (K07.3)

K01.0 Embedded teeth
An embedded tooth is a tooth that has failed to erupt without
obstruction by another tooth.

K01.1  Impacted teeth
An impacted tooth is a tooth that has failed to erupt because of
obstruction by another tooth.
K01.10 Maxillary incisor
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KO01.11
K01.12
K01.13
K01.14
K01.15
K01.16
K01.17

Mandibular incisor
Maxillary canine
Mandibular canine
Maxillary premolar
Mandibular premolar
Maxillary molar
Mandibular molar




DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

K03.2

K03.3

K03.4

K03.5
K03.6

K03.7

K03.18 Other specified abrasion of teeth
K03.19 Abrasion of teeth, unspecified

Eroslon of teeth

K03.20 Occupational

K03.21 Due to persistent regurgitating or vomiting
K03.22 Due to diet

K03.23 Due to drugs and medicaments

K03.24 Idiopathic

K03.28 Other specified erosion of teeth

K03.29 Erosion of teeth, unspecified

Pathological resorption of teeth

K03.30 External

K03.31 Internal [internal granuloma] [pink spot]
K03.39 Pathological resorption of teeth, unspecified

Hypercementosis
Excludes: hypercementosis in Paget’s disease

Ankylosis of teeth

Deposits [accretions] on teeth
Includes: staining of teeth NOS
K03.60 Pigmented film
Black
Green
Orange
K03.61 Due to tobacco habit
K02.62 Due to betel-chewing habit
K03.63 Other gross soft deposits
Materia alba
K03.64 Supragingival calculus
K03.65 Subgingival calculus
K03.66 Dental plaque
K03.68 Other specified deposits on teeth
K03.69 Deposit on teeth, unspecified

Posteruptive colour changes of dental hard tissues
Excludes: deposits [accretions] on teeth (K03.6)
K03.70 Due to metals and metallic compounds
K03.71 Due to pulpal bleeding
K03.72 Due to chewing habit
Betel
Tobacco
K03.78 Other specified colour changes
K03.79 Colour change, unspecified
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K03.8

Other specified diseases of hard tissues of teeth

K03.80 Sensitive dentine

K03.81 Changes in enamel due to irradiation
Use additional external cause code (Chapter XX), if desired,
to identify radiation.

K03.88 Other specified diseases of hard tissues of teeth




DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

K04.7

K04.8

K04.9

K05

K05.0

K05.1

K04.63 Sinus to skin
K04.69 Periapical abscess with sinus, unspecified

Periapical abscess without sinus

Dental abscess }
Dentoalveolar abscess I without sinus
Periodontal abscess of pulpal origin

Periapical abscess with no reference to sinus

Radicular cyst
Includes: cyst
» apical periodontal
* periapical
K04.80 Apical and lateral
K04.81 Residual
K04.82 Inflammatory paradental
Excludes: developmental lateral periodontal cyst (K09.04)
K04.89 Radicular cyst, unspecified

Other and unspecified diseases of pulp and periapical
tissues

Gingivitis and periodontal diseases
Includes: disease of edentulous alveolar ridge

Acute gingivitis
Excludes: acute pericoronitis (K05.22)
acute necrotizing ulcerative gingivitis [fusospirochaetal
gingivitis] [Vincent's gingivitis] (A69.10)
herpesviral gingivostomatitis (B00.2X)
K05.00 Acute streptococcal gingivostomatitis
K05.08 Other specified acute gingivitis
K05.09 Acute gingivitis, unspecified

Chronic ginglvitis
K05.10 Simple marginal
K05.11 Hyperplastic
K05.12 Ulcerative
Excludes: necrotizing ulcerative gingivitis (A69.10)
K05.13 Desquamative
K05.18 Other specified chronic gingivitis
K05.19 Chronic gingivitis, unspecified
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K05.2

K05.3

K0S.4

K05.5

K06.0

Acute periodontitis

K05.20 Periodontal abscess [parodontal abscess] of
gingival origin without sinus
Periodontal abscess of gingival origin with no reference

to sinus
Excludes: acute apical periodontitis of pulpal origin
(K04.4)
acute periapical abscess of pulpal origin (K04.6,
K04.7)

K05.21 Periodontal abscess [parodontal abscess] of
gingival origin with sinus
Excludes: acute apical periodontitis of pulpal origin
(K04.4)
acute periapical abscess of pulpal origin (K04.6,
K04.7)
K05.22 Acute pericoronitis
K05.28 Other specified acute periodontitis
K05.29 Acute periodontitis, unspecified

Chronic periodontitis

K05.30 Simplex

K05.31 Complex

K05.32 Chronic pericoronitis

K05.33 Thickened follicle

K05.38 Other specified chronic periodontitis
K05.39 Chronic periodontitis, unspecified

Periodontosis
Juvenile periodontosis

Other periodontal diseases

Other disorders of gingiva and edentulous
alveolar ridge

Excludes: atrophy of edentulous alveolar ridge (K08.2)
gingivitis (K05.0, K05.1)

Ginglval recession
Includes: postinfective
postoperative
K06.00 Localized
K06.01 Generalized
K06.09 Gingival recession, unspecified
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K06.1

K06.2

K06.3

K06.9

K07
K07.0

Gingival enlargement

Includes: tuberosity

K06.10 Gingival fibromatosis

K06.18 Other specified gingival enlargement
K06.19 Gingival enlargement, unspecified

Gingival and edentulous alveolar ridge lesions associated

with trauma

K06.20 Due to traumatic occlusion

K06.21 Due to toothbrushing

K06.22 Frictional [functional] keratosis

K06.23 Irritative hyperplasia [denture hyperplasia]

K06.28 Other specified gingival and edentulous alveolar
ridge lesions associated with trauma

K06.29 Unspecified gingival and edentulous alveolar ridge
lesions associated with trauma

Other specified disorders of gingiva and edentulous
alveolar ridge
K06.80 Gingival cyst of adult

Excludes: gingival cyst of newborn (K09.82)
K06.81 Peripheral giant cell granuloma [giant cell epulis]
K06.82 Fibrous epulis
K06.83 Pyogenic granuloma

Excludes: pyogenic granuloma of site other than gingiva
or edentulous alveolar ridge (K13.40)
K06.84 Flabby ridge :
K06.88 Other

Disorder of gingiva and edentulous alveolar ridge,
unspecified

Dentofacial anomalies [including malocclusion]

Major anomalles of jaw size
Excludes: acromegaly (E22.0)
hemifacial atrophy or hypertrophy (Q67.4)
Robin’s syndrome (Q87.0)
unilateral condylar hyperplasia (K10.81)
unilateral condylar hypoplasia (K 10.82)
K07.00 Maxillary macrognathism [maxiilary hyperplasia]
K07.01 Mandibular macrognathism [mandibular
hyperplasia]
K$7.02 Macrognathism, both jaws
K07.03 Maxillary micrognathism [maxillary hypoplasia]
¥07.04 Mandibular micrognathism [mandibular hypoplasia]
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K07.1

K07.2

K07.3

70

K07.05
K07.08
K07.09

Micrognathism, both jaws
Other specified jaw size anomalies
Anomaly of jaw size, unspecified

Anomalies of jaw—cranial base relationship

K07.10
Excludes:

K07.11
K07.12
K07.13
K07.14
K07.18

K07.19

Asymmetries ‘X

hemifacial atrophy (Q64.40)

hemifacial hypertrophy (Q67.41)

unilateral condylar hyperplasia (K10.81)
unilateral condylar hypoplasia (K10.82)
Mandibular prognathism

Maxillary prognathism

Mandibular retrognathism

Maxillary retrognathism

Other specified anomalies of jaw—cranial base
relationship

Anomaly of jaw—cranial base relationship,
unspecified

Anomalles of dental arch relationship

K07.20
K07.21
K07.22
K07.23
K07.24
K07.25
K07.26
K07.27
K07.28

K07.29

Disto-occlusion

Mesio-occlusion

Excessive overjet [horizontal overbite]
Excessive overbite [vertical overbite]

Openbite

Crossbite (anterior, posterior)

Midline deviation

Posterior lingual occlusion of mandibular teeth
Other specified anomalies of dental arch relation-
ship

Anomaly of dental arch relationship, unspecified

Anomalies of tooth position

K07.30

K07.31
K07.32
K07.33

K07.34
K07.35

K07.38
K07.39

Crowding

Imbrication

Displacement

Rotation

Spacing

Diastema

Transposition

Embedded or impacted teeth in abnormal position

Excludes: embedded or impacted teeth in normal position
(K01.0, KO01.1)

Other specified anomalies of tooth position

Anomaly of tooth position, unspecified
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K07.4
K07.5

K07.6

K08
K08.0

K08.1

K08.2

Malocclusion, unspecified

Dentofacial functional abnormalities

Excludes: bruxism [teeth-grinding] (F45.82)

K07.50 Abnormal jaw closure

K07.51 Malocclusion due to abnormal swallowing

K07.54 Malocclusion due to mouth breathing

K07.55 Malocclusion due to tongue, lip or finger habits
K07.58 Other specified dentofacial functional abnormalities
K07.59 Dentofacial functional abnormality, unspecified

Temporomandibular joint disorders
K07.60 Temporomandibular joint-pain-dysfunction
syndrome [Costen]
Excludes: current temporomandibular joint dislocation
(503.0) and strain (S03.4)
diseases listed in Chapter XIII
K07.61 Clicking (snapping) jaws
K07.62 Recurrent dislocation and subluxation of temporo-
mandibular joint
Excludes: current injury (S03.0)
KO07.63 Pain in temporomandibular joint, not elsewhere
classified
Excludes: temporomandibular joint-pain-dysfunction
syndrome [Costen] (K07.60)
K07.64 Stiffness of temporomandibular joint, not elsewhere
classified
K07.65 Osteophyte of temporomandibular joint
K07.68 Other specified temporomandibular joint disorders
K07.69 Temporomandibular joint disorder, unspecified

Other disorders of teeth and supporting structures

Exfoliation of teeth due to systemic causes
Excludes: anodontia (K00.0)
K08.0X Exfoliation of teeth (attributable to disease of
surrounding tissues, including systemic causes,
e.g. acrodynia (756.1), hypophosphatasia (E83.3))
Excludes: premature shedding of primary [deciduous]
teeth (K00.65)

Loss of teeth due to accldent, extraction or local periodontal
disease
Excludes: Current accident (S03.2)

Atrophy of edentulous alveolar ridge
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K08.3
K08.8

K08.9

K09

K09.0

K09.1

K09.2

Retained dental root

Other specified disorders of teeth and supporting structures
K08.80 Toothache NOS

K08.81 Irregular alveolar process

K08.82 Enlargement of alveolar ridge NOS

K08.88 Other

Disorder of teeth and supporting structures, unspecified

Cysts of oral region, not elsewhere classified

Excludes: radicular cyst (K04.8)
mucous cyst (K11.6)

Developmental odontogenic cysts’

K09.00 Eruption

K09.01 Gingival

K09.02 Keratocyst [primordial]

K09.03 Follicular [dentigerous]

K09.04 Lateral periodontal

K09.08 Other specified developmental odontogenic cysts
K09.09 Developmental odontogenic cyst, unspecified

Developmental (nonodontogenic) cysts of oral region’
Includes: “fissural” cysts

K09.10 Globulomaxillary

K09.11 Maedian palatal

K09.12 Nasopalatine [incisive canal]

K09.13 Palatine papilla

K09.18 Other specified developmental cysts of oral region
K09.19 Developmental cyst of oral region, unspecified

Other cysts of jaw’

Excludes: latent bone cyst of jaw (K10.02)
Stafne’s cyst (K10.02)

K09.20 Aneurysmal bone cyst

K09.21 Solitary bone [traumatic] [haemorrhagic] cyst

K09.22 Epithelial jaw cysts not identifiable as odontogenic
or nonodontogenic

K09.28 Other specified cysts of jaw

K09.29 Cyst of jaw, unspecified

1See pages 5 and 132-143 and Annex 1, page 144.
2] esions showing histological features both of aneurysmal cyst and of another fibro-
osseous lesion should be classified here.
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K09.8

K10.0

K10.1

K10.2

Other cysts of oral region, not elsewhere classified

K09.80
K09.81
K09.82

K09.83
K09.84

K09.85
K09.88

Dermoid cyst

Epidermoid cyst

Gingival cyst of newborn

Excludes: gingival cyst of adult (K06.80)
Palatal cyst of newborn

Epstein’s pearl

Nasoalveolar [ nasolabial] cyst
Lymphoepithelial cyst

Other specified cysts of oral region

Cyst of oral region, unspecified

Other diseases of jaws
Developmental disorders of jaws

K10.00
K10.01
K10.02

K10.08
K10.09

Torus mandibularis

Torus palatinus

Latent bone cyst

Developmental bone defect in mandible

Stafne’s cyst

Static bone cyst

Other specified developmental disorders of jaws
Developmental disorder of jaws, unspecified

Giant cell granuloma, central

Giant cell granuloma NOS
Excludes: peripheral (K06.81)

inflammatory conditions of jaws
Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to
identify radiation, if radiation-induced.

K10.20

K10.21

K10.22
K10.23
K10.24

K10.25
K10.28

Osteitis of jaw
Excludes: alveolar osteitis (K10.3)
dry socket (K10.3)
Osteomyelitis of jaw
Excludes: neonatal osteomyelitis of maxilla [neonatal
maxillitis] (K10.24)
Periostitis of jaw
Chronic periostitis of jaw
Hyaline microangiopathy
Pulse granuloma
Neonatal osteomyelitis of maxilla [neonatal
maxillitis]
Sequestrum
Osteoradionecrosis

73




K10.3

K10.8

K10.9

K11.0
K111
K11.2

K113
Ki1.4

K11.5

K11.6

K11.7

K10.28 Other specified inflammatory conditions of iaws
K10.29 Inflammatory condition of jaws, unspecified

Alveolitis of jaws
Alveolar osteitis
Dry socket

Other specified diseases of jaws
Excludes: fibrous dysplasia, polyostotic (Q78.1)
K10.80 Cherubism'
K10.81 Unilateral condylar hyperplasia of mandible
K10.82 Unilateral condylar hypoplasia of mandible
K10.83 Fibrous dysplasia of jaw
K10.88 Other specified diseases of jaws
Exostosis of jaw

Disease of jaws, unspecified

Diseases of salivary glands

Excludes: salivary gland tumours (C07.—, C08.—, D10.—, D11.-)
Atrophy of salivary gland

Hypertrophy of salivary gland

Sialoadenitis
Excludes: epidemic parotitis [mumps] (B26.-)
uveoparotid fever [Heerfordt] (D86.8)

Abscess of salivary gland

Fistula of sallvary gland
Excludes: congenital fistula of salivary gland (Q38.43)

Slalolithiasis
Calculus [stone] in salivary duct

Mucocele of salivary gland

Ranula

K11.60 Mucous retention cyst

K11.61 Mucous extravasation cyst

K11.69 Mucocele of salivary gland, unspecified

Disturbances of salivary secretion
Excludes: dry mouth NOS (R68.2)

sicca syndrome [Sjogren] (M35.0)
K11.70 Hyposecretion

1See pages 5 and 132-143 and Annex 2, page 147.
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K11.71
K11.72
K11.78
K11.79

Xerostomia

Hypersecretion [ptyalism]

Other specified disturbances of salivary secretion
Disturbance of salivary secretion, unspecified

K11.8 Other diseases of salivary glands
Excludes: sicca syndrome [Sjogren] (M35.0)

K11.80
K11.81
K11.82
K11.83
K11.84
K11.85
K11.88

Benign lymphoepithelial lesion of salivary gland
Mikulicz’ disease

Stenosis [stricture] of salivary duct

Sialectasia

Sialosis

Necrotizing sialometaplasia

Other specified diseases of salivary glands

K11.9 Disease of salivary gland, unspecified
Sialoadenopathy NOS

@S Stomatitis and related lesions
Excludes: focal epithelial hyperplasia (B07.X2)

herpangina (B08.5X)

pyostomatitis vegetans (L08.0X) stomatitis:

* acute necrotizing (A69.0)

allergic (L23.-)

candidal (B37.0)

cotton roll (K12.14)

Coxsackievirus NOS (B34.1)

epizootic (B08.8)

fusospirochaetal (A69.0)

* medicamentosa (T36-T50)

* mycotic (B37.0)

* nicotinic (K13.24)

* vesicular with exanthem (B08.4)

streptococcal gingivostomatitis (K05.00)

vesicular stomatitis virus disease [Indiana fever]
(A93.8X)

K12.0 Recurrent oral aphthae

K12.00

Recurrent (minor) aphthae
Aphthous stomatitis

Canker sore

Mikulicz’ aphthae

Minor aphthae

Recurrent aphthous ulcer
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K12.1

K12.2

K13

76

K12.01 Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Cicatrizing aphthous stomatitis
Major aphthae
Sutton’s aphthae
K12.02 Stomatitis herpetiformis [herpetiform eruption]
Excludes: dermatitis herpetiformis (L13.0X)
herpesviral gingivostomatitis (B00.2X)
K12.03 Bednar's aphthae
K12.04 Traumatic ulcer
Excludes: traumatic ulcer of tongue (K14.01)
ulcers of tongue NOS (K 14.09)
K12.08 Other specified recurrent oral aphthae
K12.09 Recurrent oral aphthae, unspecified

Other forms of stomatitis
K12.10 Stomatitis artifacta
K12.11 Geographic stomatitis

Excludes: geographic tongue (K14.1)
K12.12 Denture stomatitis

Excludes: denture stomatitis due to candidal infec-

tion (B27.03)

traumatic ulcer due to denture (K12.04)
K12.13 Papillary hyperplasia of palate
K12.14 Contact stomatitis

Cotton roll stomatitis
K12.18 Other specified forms of stomatitis
K12.19 Stomatitis, unspecified

Cellulitis and abscess of mouth
Phlegmon
Submandibular abscess
Excludes: abscess (of ):
* periapical (K04.6-K04.7)
* periodontal (K05.21)
* peritonsillar (J36)
* salivary gland (K11.3)
* tongue (K 14.00)

Other diseases of lip and oral mucosa

Includes: epithelial disturbances of tongue
Excludes: certain disorders of gingiva and edentulous alveolar
ridge (K05-K06)
cysts of oral region (K09.-)
diseases of tongue (K14.-)
stomatitis and related lesions (K12.-)
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K13.0 Diseases of lips

Exeludes:

K13.00

K13.01
K13.02
K13.03
K13.04
K13.08
K13.09

actinic cheilitis (L56.8X)
ariboflavinosis (E53.0)
Angular cheilitis
Angular cheilosis
Perléche NEC
Excludes: perléche due to:
« candidiasis (B37.0)
* riboflavin deficiency (E53.0)
Cheilitis glandularis apostematosa
Cheilitis, exfoliative
Cheilitis NOS
Cheilodynia
Other specified diseases of lips
Disease of lips, unspecified

K13.1 Cheek and lip biting

K13.2' Leukoplaklia and other disturbances of oral epithelium,
including tongue

Excludes:

K13.20
K13.21

K13.22
K13.23

candidal leukoplakia (B37.02)

focal epithelial hyperplasia (B07.X2)

frictional keratosis (K06.22)

functional keratosis (K06.22)

hairy leukoplakia (K 13.3)

Leukoplakia, idiopathic

Leukoplakia, tobacco-associated

Excludes: leukokeratosis nicotina palati (K13.24)
smoker’s palate (K13.24)

Erythroplakia

Leukoedema

!Lesions (such as leukoplakia, erythroplakia) without reference to severe dysplasia are
assigned to this section, and the following 6th character coding may be used

0 Stated to be without dysplasia (or Grade 0)

1 Slight (mild) dysplasia (or Grade 1)

2 Moderate dysplasia (or Grade 2)

9 No reference to dysplasia

Lesions with mention of severe dysplasia (or Grades 3 or 4) are assigned to the section
on in-situ neoplasms (D00-D09).

For the purposes of this classification, leukoplakia is defined as a white lesion of the oral
mucosa that cannot be placed in any other listed diagnostic category.
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ICD-DA

K13.3
K13.4

K13.5
K13.6

K13.7

K13.24

K13.28
K13.29

Smoker's palate [leukokeratosis nicotina palati]
[nicotinic stomatitis]

Other

Unspecified

Leukoplakia NOS

Hairy leukoplakia

Granuloma and granuloma-like lesions of oral mucosa

K13.40
K13.41
K13.42
K13.48

K13.49

Pyogenic granuloma

Excludes: gingiva (K06.83)

Eosinophilic granuloma of oral mucosa

Excludes: eosinophilic granuloma of bone (D76.00)
histiocytosis X (D76. -)

Verrucous xanthoma [histiocytosis Y]

Other specified granuloma and granuloma-like

lesions of oral mucosa

Granuloma and granuloma-like lesions of oral

mucosa, unspecified

Oral submucous fibrosis

Irritative hyperplasia of oral mucosa
Exclndes: irritative hyperplasia [denture hyperplasia] of

edentulous alveolar ridge (K06.23)

Other and unspecified lesions of oral mucosa
K13.70 Excessive melanin pigmentation

K13.71

K13.72

Melanoplakia

Smoker’s melanosis

Oral fistula

Excludes: oroantral fistula (T81.8)
Deliberate tattoo

Excludes: amalgam tattoo (T81.50)




DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

K14.0

Ki4.1

K14.2
K143

K14.5

K146

K14.8

Glossitis
Excludes: atrophic glossitis (K14.42)
K14.00 Abscess of tongue
K14.01 Traumatic ulceration of tongue
K14.08 Other specified glossitis
K14.09 Glossitis, unspecified

Ulcer of tongue NOS

Geographic tongue
Benign migratory glossitis
Glossitis areata exfoliativa

Median rhombolid glossitis

Hypertrophy of tongue paplilae
K14.30 Coated tongue
K14.31 Hairy tongue
Black hairy tongue
Lingua villosa nigra
Excludes: hairy leukoplakia (K13.3)

hairy tongue due to antibiotics (K14.38)

K14.32 Hypertrophy of foliate papillae

K14.38 Other specified hypertrophy of tongue papillae

Hairy tongue due to antibiotics
K14.39 Hypertrophy of tongue papillae, unspecified

Plicated tongue

Fissured

Furrowed } tongue

Scrotal

Excludes: fissured tongue, congenital (Q38.33)

Glossodynia

Excludes: abnormalities of taste (R43.-)
K14.60 Glossopyrosis [burning tongue]
K14.61 Glossodynia [painful tongue]
K14.68 Other specified glossodynia
K16.49 Glossodynia, unspecfied

Other diseases of tongue
K14.80 Crenated tongue [lingua indentata]
K14.81 Hypertrophy of tongue

Hemihypertrophy of tongue

Excludes: macroglossia (congenital) (Q38.2X)
K14.82 Atrophy of tongue

Hemiatrophy of tongue

Excludes: atrophy of tongue papillae (K14.4)
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K14.88 Other specified diseases of tongue
Diseases of lingual tonsil

K149 Disease of tongue, unspecified
Noninfective enteritis and colitis

Crohn’s disease [regional enteritis]
K50.8X Oral manifestations



